KONFLIK TANAH TONGKONAN PADA PEMBANGUNAN  BANDAR UDARA DI KECAMATAN MENGKENDEK  KABUPATEN TANA TORAJA by BIRINGKANAE, ARLAND P.
i 
 
KONFLIK TANAH TONGKONAN PADA PEMBANGUNAN 
BANDAR UDARA DI KECAMATAN MENGKENDEK 
KABUPATEN TANA TORAJA 
 
 
S K R I P S I 
 
 
ARLAND P. BIRINGKANAE 
E411 07 034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA 
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA JURUSAN 
SOSIOLOGI 
 
 
JURUSAN SOSIOLOGI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
ii 
 
 
iii 
 
 
 
iv 
 
 
 
 
v 
 
 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Yang bertandatangan di bawah ini : 
NAMA : ARLAND. P. BIRINGKANAE 
NIM  : E411 07 O34 
JUDUL : KONFLIK TANAH TONGKONAN PADA PEMBANGUNAN     
BANDAR UDARA DI KECAMATAN MENGKENDEK 
KABUPATEN TANA TORAJA  
 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar 
merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau 
pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan 
bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia 
menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Makassar, 3 November 2014 
 
                                                                                             Yang Menyatakan 
 
 
 
 
                                                                                 ARLAND P. BIRINGKANAE 
 
 
vi 
 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis yaitu 
Ibunda tercinta Mery Mangoting dan alm Ayahanda tersayang Yusuf 
Biringkane  yang selalu melimpahan kasih sayang, perhatian dan cintanya yang 
tulus untuk penulis yang sehingga penulis tak dapat mengungkapkannya dengan 
kata-kata. Buat Ibunda, terima kasih telah melahirkan, merawat dan membesarkan 
penulis dengan cinta yang tulus dan kasih sayang yang tiada duanya di dunia ini 
yang pernah penulis rasakan. Buat Ayahanda, terima kasih telah  mengajarkan  
penulis untuk selalu bersyukur dan selalu mengingatkan di saat penulis lupa akan 
kewajiban yang belum sempat dilakukan. 
Tak lupa juga penulis berterima kasih pada kakak saya Wanti, Nova, 
Budi, Eva serta adik-adikku Anna dan Buyu, yang tak henti-hentinya memberi 
dukungan pada penulis dan membesarkan hati penulis saat penulis menemui 
masalah. 
vii 
 
KATA PENGANTAR 
 
Syalom,.... 
Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena 
anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: Konflik Tanah 
Tongkonan Pada Pembangunan Bandar Udara di Kec. Mengkendek Kab. 
Tana Toraja.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi 
sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih 
pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Ucapan terima kasih penulis haturkan dari lubuk hati terdalam kepada Dr. 
Ramli AT, M.Si selaku pembimbing I. Terima kasih karena tidak hanya menjadi 
pembimbing dalam penulisan namun juga memberikan masukan-masukan kepada 
penulis dan menjadi motivator yang menjaga semangat penulis setiap saatnya. 
Kepada pembimbing II Dr. Suparman Abdullah, M.Si yang sangat membantu 
penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan 
yang telah diberikan. 
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula 
kepada: 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
viii 
 
2. Prof Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 
3. Dr. H. Darwis, MA.DPS selaku Ketua Jurusan dan Dr. Rahmat 
Muhammad M.Si selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam 
pendidikan di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.  
5. Seluruh staf karyawan Jurusan Sosiologi dan Staf Perpustakaan 
yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi 
mahasiswa. Terkhusus buat Ibu Rosnaini, SE dan Pak Pasmudir, 
S.Hum yang selalu punya waktu untuk membantu penulis dalam 
pengurusan berkas-berkas ujian serta masukan dan trik-trik 
menyelesaiakan masalah dan berkas-berkas ujian. 
6. Buat bapak Nicolas Sumardi Pai’pinan, bapak Piter Lande, 
Abraham, Leo, para responden yang telah bersedia meluangkan 
waktunya untuk diwawancarai, serta seluruh masyarakat 
mengkendek. Terima kasih atas bantuanya selama penulis 
melakukan penelitian. 
7. Keluarga Mahasiswa Sosiologi Fisip Unhas yang telah 
memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi. Semoga ini 
menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja 
kelak. 
ix 
 
8. Untuk keluarga besar PMKO FISIP UNHAS tanpa terkecuali 
yang selalu ada dalam setiap waktu. Penulis mengucapkan terima 
kasih untuk semua dukungan doa, motivasi, bantuan sehingga 
penulis boleh menyelesaikan skripsi ini. Bangga bisa bergabung 
dalam lingkup PMKO FISIP UNHAS. 
9. Kawan-kawan Socius 07, Ayub, Ronald, Abu, Akil, Safwan, 
Fausan, Tino, Insyar, Azwar, Rudi, Sulfikar, Unyil, Enal, 
Kurniawan dan sahabat-sahabat 07 lainya yang penulis belum 
sempat tuliskan namanya. Terima Kasih untuk persahabatan, 
kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan serta menorehkan 
kenangan dan kesan yang tak terlupakan bagi penulis. 
10. Buat sahabat-sahabat di lingkup Fisip Unhas tanpa terkecuali, 
terima kasih atas bantuan serta motivasi yang diberikan kepada 
penulis, buat Mace Suki yang setia membuatkan kopi dan tanpa 
bosan mendengar cerita dan canda dari penuls 
11. Buat Desy, terima kasih untuk waktu, pengertian, perhatian dan 
semangat yang telah diberikan selama ini ke penulis. 
12. Buat teman-teman Posko KKN Reguler Angkatan 82 
Kabupaten Wajo Kecamatan Gilireng Desa Paselloreng. 
Terima kasih untuk kenangan terindah yang pernah kalian torehkan 
di hati penulis.   
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam masalah penyelesaian konflik tanah tongkonan. 
x 
 
Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan. 
Terima kasih. 
 
Tuhan Memberkati........... 
 
 
 Makassar, 28 Oktober 2014 
 
 
 
 
Arland. P. Biringkanae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi 
 
ABSTRAK 
 
ARLAND PRANANDA BIRINGKANAE, Konflik Tanah 
Tongkonan pada Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan 
Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja (dibimbing oleh Ramli AT 
dan Suparman Abdullah). 
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui masalah sengketa 
kepemilikan hak atas tanah, proses pembebasan dan penyebab 
munculnya konflik tanah tongkonan, serta bentuk-bentuk penyelesaian 
masalah sengketa tanah tongkonan dan mengetahui pergeseran nilai-
nilai sosial masyarakat di Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja. 
 
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan 
dasar penelitian yaitu sumber data primer yaitu melalui wawancara, 
observasi dan teknik lain. Dan desain yang digunakan adalah desain 
studi tentang konflik dan perubahan sosial pada pembebasan  tanah 
tongkonan untuk pembangunan bandar udara di Kecamatan 
Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan tipe penelitian yang 
digunakan yaitu secara deskriptif karena tipe penelitian ini berusaha 
memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif, mengenai 
suatu kolektifitas objek yang diteliti secara sistematis, dan aktual 
mengenai fakta-fakta yang ada. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pembebasan tanah 
tongkonan pada pembangunan bandar udara terjadi banyak masalah. 
Mulai dari proses pembebasan lahan, ganti rugi pemilik lahan serta 
penguasaan tanah tongkonan dimana  penguasaan tanah tongkonan yang 
bukan milik perorangan, melainkan satu rumpun keluarga, dan 
kepemilikan tanah tongkonan yang tanpa sertifikat. Hal inilah yang 
menimbulkan konflik antar pemilik tanah tongkonan karena penguasaan 
tanah yang tidak jelas.  
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ABSTRACT 
 
Arland Prananda Biringkanae, E411 07 034. Conflict of Land 
Tongkonan on Airport Development in the district of Mengkendek, 
Tana Toraja Regency, and mentored by Dr Ramli AT, M.Si and Dr. 
Supaman Abdullah, M.Si  
 
The aim the research to acknowledge the problem of land 
ownership disputes, the acquisition process and the causes conflict of 
land Tongkonan, and other forms of problem solving land disputes 
Tongkonan in District Mengkendek, Tana Toraja. 
 
The research approach was qualitative approach to basic research 
that is the source of primary data through interviews, observation and 
other techniques. And used the design of the study of conflict and social 
change in tongkonan land acquisition for the construction of airports in 
the District Mengkendek Tana Toraja and types of research was 
descriptive because this type of research seeks to provide an overview 
or descriptive description, regarding a collectivity object systematically 
studied, and the actual facts that exist. 
 
The results of this study indicate that, land acquisition in the 
construction of airport tongkonan causes troubles. Starting from the 
process of land acquisition, compensation and tenure of land 
landowners where land tenure tongkonan is not belong to an individual, 
but belong to a family grove until land ownership tongkonan without a 
certificate. This has caused conflicts among landowners tongkonan 
because unclear land tenure. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Masalah pertanahan merupakan salah satu persoalan pokok dalam 
pembangunan nasional kita. Kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu 
semakin meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat. Padahal dari dulu hingga 
sekarang, tanah tidak bertambah tetapi justru makin berkurang. Akibatnya 
untuk mendapatkan tanah sekarang ini tidak semudah seperti dulu. Hal ini 
menyebabkan nilai tanah semakin tinggi sehingga permintaan tanah dan 
jumlah luas tanah yang tersedia tidak akan mencukupi kebutuhan akan 
masyarakat itu sendiri. Ini akan menyebabkan timbulnya berbagai macam 
permasalahan yang sangat komplek dan merupakan persoalan yang 
sangat rawan pada masyarakat. 
Salah satu permasalahan pertanahan adalah “pengambilan tanah” 
kepunyaan penduduk/masyarakat untuk kepentingan pembangunan yang 
biasa dikenal dengan sebutan “Pembebasan Tanah” atau “Pencabutan 
Hak Atas Tanah”.Permasalahan tersebut kelihatanya tidak pernah selesai 
diperbincangkan dan dikaji orang karena hal ini menyangkut persoalan 
yang kontroversial mengenai masalah pertanahan. Di satu sisi, tuntutan 
pembangunan penanam modal akan tanah sudah sedemikian mendesak 
sedangkan pada pihak lain “persediaan tanah” sudah semakin sulit. Di sisi 
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lain, pembangun infrastruktur merupakan salah satu aspek untuk proses 
pembangunan nasional. Infrastrutur juga memegang peranan penting 
sebagai salah satu roda pengerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
atau negara tidak dapat di pisahkan dari ketersediaan lahan untuk 
pembangunan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi dan 
energi. 
Pembangunan infrastruktur khususnya pada pembangunan 
transportasi udara sangat membantu dalam kemajuan perekonomian 
suatu daerah. Berjalanya proses pembangunan khususnya pada 
pembanguanan bandar udara yang cukup penting di Negara kita bukan 
saja memaksa harga tanah pada berbagai tempat untuk naik, tetapi juga 
telah menciptakan suasana dimana tanah sudah menjadi “komoditi 
ekonomi” yang mempunyai nilai sangat tinggi, sehingga besar 
kemungkinan pembangunan selanjutnya akan mengalami kesulitan dalam 
mengejar laju pertumbuhan harga tanah yang dimaksud.  
Sengketa yang objeknya adalah tanah dengan modus yang beragam 
selama ini sering terjadi karena tidak adanya bukti autentik sebagaimana 
yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Demikian pula bahwa 
pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, serta kemajuan 
ekonomi, mengakibatkan kebutuhan atas tanah semakin meningkat 
sehingga proses penguasaan dan pemilikan tanah dapat menjadi kendala 
dalam upaya memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam 
pendaftaran hak-hak atas tanah. Badriyah Harun (2013). 
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Jika dinilai dari sisi ekonomis, tanah merupakan aset yang 
berharga, namun jika dinilai dari sisi budaya, makna dari sekapling tanah 
dapat mempunyai arti banyak. Di samping sebagai faktor produksi yang 
berguna sebagai sumber nafkah, tanah juga memegang peranan penting 
sebagai sumber kekuasaan, jaminan keamanan, dan tempat untuk 
melestarikan dan mengembangkan sistem sosial budaya (Muthmainnah, 
1998: 148). Tanah juga dinilai sangat berharga bagi keluarga-keluarga 
yang menilai tanah bukan hanya dari sisi ekonomis, melainkan dari sisi 
kehormatan dalam menjaga warisan, amanah, dan peninggalan dari orang 
tua yang sudah sepantasnya untuk dipertahankan keberadaannya.  
Masyarakat Toraja terdiri atas sekian banyak persekutuan yang 
disebut Tongkonan. Para anggota dari tongkonan satu dengan yang 
lainnya mempunyai ikatan secara genealogi/karena adanya hubungan 
darah. Sebagaimana diketahui, persekutuan yang disebut dengan 
tongkonan mempunyai tanah yang disebut dengan Tanah Tongkonan, 
adalah tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau 
tongkonan dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai 
hak yang sama, terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian 
keturunan (geneologis). 
Tanah tongkonan pada umumnya tidak mengenal adanya sertifikat. 
Pengua- saannya dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah 
tersebut.setiap keturunan dari pemilik tanah tongkonan berhak untuk 
tinggal dan membangun di atas tanah tongkonan dengan syarat 
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sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik 
keluarga tersebut.  
 Keberadaan tanah tongkonan bagi masyarakat adat Tana Toraja 
seringkali menjadi sumber sengketa yang bermula dari pengaduan pihak 
yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik 
terhadap status tanah, batas-batas tanah yang tidak jelas maupun 
kepemilikannya. L.T Tangdilintin, (1984).  
Pembanguan bandar udara di kecamatan Mengkendek yang 
menjadi obyek penelitian, salah satu contoh kasus dimana pada 
pembebasan lahan tanah tongkonan yang masuk dalam area 
pembebasan lahan. Pembebasan lahan tanah tongkonan tersebut 
mendapatkan banyak masalah mulai dari penguasaan tanah bukan hanya 
satu orang, pewarisan tanah tongkonan, serta bukti-bukti kepemlikan 
tanah tongkonan yang tidak jelas karena sebagaian tanah tongkona yang 
itidak bersertifikat.  
Sengketa tanah antar anggota keluarga yang terjadi di  kecamatan 
Mengkendek cenderung didalangi oleh perasaan dirugikan atas tidak 
meratanya pembagian uang ganti rugi. Secara kasat mata memang 
sengketa yang terjadi timbul dari sisi ekonomis, namun untuk 
menyimpulkan ini semua perlu dilakukan sebuah penelitian untuk 
mengkaji penyebab perubahan orientasi/pandangan masyarakat terhadap 
tanah, mengingat arti dan makna tanah bagi orang Toraja sangatlah 
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tinggi. Selain sebagai sarana mencari nafkah, tanah lebih jauh lagi bagi 
orang Toraja merupakan sebuah peninggalan/warisan orang tua/nenek 
moyang yang perlu sekali untuk dijaga keberadaannya. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat judul Konflik 
Tanah Tongkonan Pada Pembangunan Bandara Udara di Kec. 
Mengkendek Kab. Tana Toraja.   
B. Rumusan Masalah. 
Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, 
maka dapat dirumuskan beberapa  masalah antara lain: 
1) Bagaimana proses dan pemanfaatan Tana Tongkonan? 
2) Mengapa status Tanah Tongkonan menjadi sumber konflik antar 
anggota keluarga dalam pembebasan lahan Bandar Udara di Kec. 
Mengkendek ? 
3) Bagaimana konflik Tana Tongkonan diselesaikan baik oleh 
pemerintah maupun oleh   anggota keluarga Tongkonan? 
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian. 
 1. Tujuan Penelitian  
1) Untuk mengetahui status Tanah Tongkonan yang menjadi 
sumber konflik anggota keluarga. 
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2) Untuk mengetahuai Langkah-langkah yang ditempuh baik 
pemerintah maupun oleh anggota keluarga tongkonon dalam 
penyelesaian konflik pada pembebasan  Tanah Tongkonan. 
2. Kegunaan Penelitian. 
1)  Untuk dapat menjadi bahan informasi dalam penyelesaian konflik 
pembebasan lahan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian 
baru yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah 
tongkonan. 
2)   Memberikan masukan bagi Pemkab Tanah Toraja  terkait 
pentingnya penanganan yang serius mengenai alih fungsi Tanah 
Tongkonan akibat pembangunan  bandar udara, agar visi dari 
Pemkab dapat diwujudkan dengan lancar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Kerangka Teori 
a. Teori Konflik 
Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama 
manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai 
dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan 
bagian dari kehidupan manusia. Tidak satu masyarakat pun yang tidak 
pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok 
masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan 
hilangnya masyarakat itu sendiri. 
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling 
memukul.Sementara dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia (2005) 
konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. 
Dalam buku Sosiologi Sebuah Pengantar karya Soekanto (2010), 
dijelaskan bahwa konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua 
orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha 
menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya 
tidak berdaya. 
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Secara umum para ilmuan sosiologi konflik lahir dari konteks 
masyarakat yang mengalami pergeseran-pergeseran nilai dan struktural, 
dan dinamika kekuasaan dalam Negara.Konteks sosiohistoris inilah yang 
membentuk pemikiran dalam sosiologi konflik. Istilah sosiologi konflik 
pertama kali digunakan oleh George Simmel dalam “American journal of 
Sociology of Conflict” Susan, (2010) 
Beberapa ahli dalam buku Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu 
Konflik Kontemporer, Susan (2010) menjelaskan bahwa konflik adalah 
unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi 
positif, konflik menjadi dinamika sejarah, konflik menjadi identitas 
hubungan social, dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia.  
Dahrendorf dalam Ritzer dan Goodman (2008), membuat 4 postulat 
yang menunjukkan keniscayaan konflik itu, yaitu: 
(1) setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, perubahan 
sosial terdapat di manamana; 
(2) setiap masyarakat memperlihatkan konflik dan pertentangan, 
konflik terdapat di mana-mana; 
(3) setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap 
desintegrasi dan perubahan. 
9 
 
(4) setiap masyarakat dicirikan oleh adanya penguasaan sejumlah 
kecil orang terhadap sejumlah besar lainnya. 
Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam 
sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, 
sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari 
konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi 
sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak 
menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya. 
Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik 
antara manusia. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang 
dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut 
diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat 
istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri 
individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar 
dalam setiap masyarakat, dan tidak satu masyarakat pun yang tidak 
pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok 
masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan 
hilangnya masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya sumber konflik itu sangat 
beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Oleh karena kita tidak bisa 
menetapkan secara tegas bahwa yang menjadi sumber konflik adalah 
sesuatu hal tertentu, apalagi hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya 
rasional. 
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Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai 
berikut:  
(1).   Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan,  
(2). Langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, 
waktu, uang, popularitas,posisi dan persaingan. 
(3). Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika 
sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan 
untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, 
konflik kepentingan akan muncul. 
Menurut Pruit, “suatu konflik dapat terjadi karena perbendaan 
pendapat, salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif 
seperti yang diuraikannya berikut : 
1. Perbedaan pendapat 
Suatu konflik yang terjadi karena pebedaan pendapat dimana 
masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang maumengakui 
kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka 
dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan sebagainya. 
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2. Salah paham 
Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan 
konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik 
tetapi diterima sebaliknya oleh individu yang lain. 
3. Ada pihak yang dirugikan 
Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain 
atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain sehingga 
seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang senang atau 
bahkan membenci. 
4. Perasaan sensitif 
Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalah artikan 
tindakan orang lain. Contoh, mungkin tindakan seseorang wajar, tetapi 
oleh pihak lain dianggap merugikan.” (Susan,2010), 
Sedangkan Handoko (1998) menyatakan bahwa sumber-sumber 
konflik adalah sebagai berikut. 
1. Komunikasi: salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, 
bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dantidak 
lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. 
2. Struktur: pertarungan kekuasaan antar departemen dengan 
kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, 
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persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas, 
atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan 
kerja untuk mencapai tujuan mereka. 
3. Pribadi: ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi 
karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka. 
Berikut ini akan diuraikan secara rinci beberapa factor yang 
menyebabkan terjadinya konflik : 
a). Perbedaan individu 
Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab 
terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber 
konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah 
individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan 
yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan 
perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi 
faktor penyebab konflik social. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, 
seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika 
berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan 
setiap warganya akan berbedabeda. Ada yang merasa terganggu karena 
berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. 
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b). Perbedaan latar belakang kebudayaan 
Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk 
pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh 
dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan 
pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan 
individu yang dapat memicu konflik. 
c). Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. 
Manusia memiliki perasaan,pendirian maupun latar belakang 
kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, 
masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda- 
beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi 
untuk tujuan yang berbeda-beda 
d)  Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam 
masyarakat. 
Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika 
perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan 
tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada 
masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang 
mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada 
masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat 
berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. 
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Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti 
menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis 
pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan 
struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai 
kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang 
pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah, menjadi 
pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam 
dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau 
mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di 
masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua 
bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan 
masyarakat yang telah ada. 
 Kehidupan masyarakat tidak akan luput dari konflik, seringkali 
dalam tubuh masyarakat konflik tak dapat terelakkan. Hal ini dikarenakan 
banyak sekali individu-individu atau lembaga-lembaga masyarakat antara 
yang satu dengan lainnya memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga 
perbedaan kepentingan ini akan menyebabkan benturan politik yang 
mengarah kepada persaingan. Hal ini senada dengan Simmel dalam 
Soekanto (2002: 69), bahwa “konflik tidak terelakkan dalam masyarakat. 
Masyarakat dipandangnya sebagai struktur sosial yang mencakup proses-
proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara 
analitis.” 
15 
 
Pada awal mula munculnya teori konflik dialektis, pandangan-
pandangan teori struktural fungsional mendapat keraguan dari para 
sosiolog hingga pada akhirnya menciptakan alternatif lain dari teori 
fungsional atas dasar asumsi-asumsi. Soekanto (2002:68). Asumsi 
tersebut mengatakan bahwa, “walaupun hubungan-hubungan sosial 
memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem, akan tetapi dalam 
hubungan-hubungan itu terdapat benih-benih konflik kepentingan”. Fakta 
itu menunjukkan bahwa suatu sistem memungkinkan menimbulkan 
konflik.Dengan demikian, maka konflik merupakan suatu gejala yang ada 
dalam setiap sistem sosial. 
Ritzer, (2003: 26). “Konflik cenderung terwujud dalam opsisi bipoler 
dari kepentingan-kepentingan.Konflik sangat mungkin terjadi terhadap 
distribusi sumber-sumber daya yang terbatas dan kekuasaan”.Konflik 
merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem-sistem sosial. 
Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali 
menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Hal ini 
selaras dengan kasus sengketa yang terjadi pada masyarakat Toraja. 
Distribusi hasil penjualan tanah yang tidak merata antar anggota keluarga 
menjadi penyebab munculnya konflik/sengketa tanah antar anggota 
keluarga. 
Menurut Ralph Dahrendorf, “Pertentangan dan konflik yang terjadi 
antara pihak yang berseteru merupakan sebuah keniscayaan. Karena 
pertentangan tersebut terjadi dalam situasi di mana pihak yang berkuasa 
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berusaha untuk memperoleh keuntungan lebih besar (status quo) dari 
pihak yang dikuasai, sehingga hal tersebut membuat pihak yang dikuasai 
(yang merasa dirugikan) akan berusaha untuk melakukan perlawanan 
atas ketertindasannya.” 
Hal ini menyiratkan bahwa di setiap asosiasi pasti terdapat konflik-
konflik kepentingan. Orang-orang atau kelompok yang berada di dalam 
posisi yang dominan dan menguntungkan (superordinat) akan selalu 
mempertahankan status quo selama mungkin, sedangkan bagi individu-
individu atau kelompok yang berada di dalam posisi subordinat (kurang 
beruntung) akan mengusahakan perubahan yang positif bagi posisinya. 
Dalam usaha keduanya untuk mempertahankan status quo (bagi 
superordinat) dan untuk mengusahakan perubahan (bagi subordinat) 
sering kali terbentur oleh kepentingan yang berlawanan, sehingga tak 
jarang jika keduanya akan terlibat konflik. 
Seorang tokoh sosiologi, Ralph Dahrendorf menyimpulkan bahwa 
terdapat dua golongan/kelompok yang terlibat konflik.Kelompok pertama 
ialah kelompok semu (quasi group) dan kelompok kedua ialah kelompok 
kepentingan (interest group). Kelompok semu ialah kumpulan dari para 
pemegang kekuasaan/jabatan yang mana kelompok semu ini merupakan 
bagian kecil dari kelompok kepentingan. Artinya, kelompok semu 
merupakan bagian dari kelompok kepentingan yang beruntung mendapat 
kekuasaan/jabatan. Sedangkan kelompok kepentingan merupakan 
kelompok yang tersisa, artinya kelompok ini merupakan kumpulan dari 
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anggota yang tidak mendapat kekuasaan/jabatan seperti kelompok semu. 
Misalkan, dalam satu organisasi yang beranggotakan ratusan orang, 
hanya beberapa orang saja yang mendapat jabatan/kekuasaan yang 
menguntungkan di pemerintahan (misalnya), kelompok ini merupakan 
kelompok semu. Sedangkan anggota yang tidak mendapat 
kekuasaan/jabatan yang menguntungkan merupakan kelompok 
kepentingan. Bagi Dahrendorf, kelompok kepentinganlah yang menjadi 
sumber utama munculnya konflik karena distribusi kekuasaan, wewenang, 
bahkan keuntungan yang tidak merata. 
Jika kita menganalogikan pemikiran dari tokoh sosiolog Ralph 
Dahrendorf dengan kasus pembebasan lahan Tanah Tongkonan  pada 
pembanguan Bandar Udara di kec. Mengkendek, maka kelompok 
kepentingan ialah seluruh anggota keluarga, sedangkan beberapa 
anggota keluarga (tertua) yang memiliki posisi yang tinggi merupakan 
kelompok semu. Anggota keluarga tertua yang mempunyai kekuasaan 
lebih daripada lainnya mencoba untuk menjual semua tanah warisan 
keluarga untuk keuntungannya, sedangkan hal ini disadari merupakan 
kondisi yang merugikan bagi kelompok kepentingan sehingga kelompok 
kepentingan melakukan aksi protes kepada kelompok semu atas tidak 
meratanya distribusi kekuasaan dan keuntungan, maka persengketaan 
tanah pun terjadi antar anggota keluarga. 
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b. Teori Perubahan Sosial 
Agus Salim, (2002: ix) “perubahan sosial adalah proses, meliputi 
bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat. Beliau juga 
mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu bentuk peradaban 
umat manusia akibat adanya eskalasi perubahan alam, biologis, fisik yang 
terjadi sepanjang kehidupan manusia”. 
Mengingat sifat masyarakat yang dinamis, sangat memungkinkan 
jika perubahan sosial akan selalu ada dalam masyarakat. Perubahan 
sosial dalam masyarakat desa yang diakibatkan oleh industrialisasi atau 
pembangunan infrastruktur rupanya banyak memberi perubahan yang 
signifikan. 
Pola-pola perubahan dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa 
aspek, seperti perilaku kerja dan hubungan manusia. Hubungan 
perburuhan dalam industri akan mengubah pola perilaku manusia dalam 
hubungan kerja yang dibentuknya. Hubungan manusia akan mengalami 
perubahan, sesuai dengan pergeseran penghargaan manusia terhadap 
konsep waktu, nilai kerja, masa depan, keluarga, dll 
Pola-pola hubungan dari tempat tinggal dan pandangan hidup 
masyarakat, berpengaruh kepada perhatian masyarakat terhadap 
kehidupan masa lalu dan harapan mereka di masa depan. Orang modern 
telah mulai menilai bahwa tradisi nenek moyang ada kalanya dapat 
ditinggalkan tergantung kepada tingkat kebutuhan yang dirasakan. Dalam 
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mencari tempat tinggal mereka tidak lagi memperhatikan adanya batas-
batas tempat leluhur yang berupa makam, bekas tempat bermukim dan 
tempat beribadah nenek moyangnya, mereka akan mengembangkan diri 
lebih rasional terutama dalam memilih tempat bermukim bagi keluarganya 
(Material assistance to clan members). Perhatian yang kuat terhadap 
pendidikan bagi generasi muda secara terbuka, tidak hanya berpikir untuk 
hari ini tetapi juga untuk jangka panjang anak-anak keturunannya. 
Selain itu, perubahan sosial juga memberi kontribusi perubahan 
kepada sistem kekeluargaan dan hubungan keluarga. Yakni semakin 
kuatnya hubungan keluarga inti, dan melemahnya keluarga batih. Hal ini 
terjadi akibat tarikan kebutuhan ekonomi, menipisnya peluang usaha, 
serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh institusi keluarga 
modern terutama dibanyak keluarga besar. Selain itu pula, relasi 
hubungan orang tua dengan anak mengalami perubahan yang radikal, 
menyebabkan tanggung jawab, nilai, perilaku ekonomi mengalami 
pergeseran. Rasa hormat anak kepada orang tua, pola asuh orang tua 
mengalami perubahan yang cukup mendasar, karena tidak lagi tergantung 
kepada nilai-nilai hubungan aspectasi tetapi kepada aspek kehidupan 
material. Akibat sosio-psikologi dari perubahan dalam pola hubungan 
kekeluargaan, dengan semakin ter-alinasi dan terisolasinya keluarga inti. 
Keluarga ‘dipenjarakan’ oleh norma konsumsi, dan nilai material, yang 
memiliki relevansi kuat dalam kehidupan yang dihadapi. 
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2. Pengertian Tanah 
Tanah (bahasa Yunani: pedon; bahasa Latin: solum) adalah bagian 
kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat 
vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi 
Tanah adalah merupakan hal yang unik dan terbatas, oleh karena 
itu ia berharga. Barang siapa yang menguasai tanah tersebut, juga 
menguasai potensi modal yang menguntungkan. 
Pendapat ini sejalan pula dengan pendapat Lawson dan Rudden 
yang mengatakan bahwa tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat 
tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan 
dan penghasilan. 
Di samping itu, menurut Gray dan Symes, tanah bukanlah 
merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun-temurun 
tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral di bawahnya, 
dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya. 
Dengan demikian tanah mempunyai nilai yang sangat strategis bagi 
kehidupan manusia. Peter Butt, mengatakan “bahwa barang siapa 
memiliki tanah (permukaan bumi) dia juga memiliki segala apa yang ada 
di atasnya sampai surga/nirwana dan segala yang ada di bawahnya 
sampai pusat bumi”. Pendapat ini memberikan pengertian tanah dalam 
arti luas sama dengan pengertian bumi. 
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Menurut ahli geologi (berdasarkan pendekatan Geologis).Tanah 
didefiniskan sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan 
yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, 
sehingga membentuk regolit (lapisan partikel halus). 
3.  Tanah Adat 
Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah 
dikuasi sejak dulu.Di lingkungan hukum adat, campur tangan penguasa 
yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, 
berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dilakukan oleh kepala 
persekutuan hukum, seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul 
permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-
pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya 
Dalam hukum tanah adat ini terdapat terdapat kaedah-kaedah 
hukum.Keseluruhan kaedah hukum yang timbul dan berkembang di 
dalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat 
berhubungan erat tentang pemanfaatan sekaligus menghindarkan 
perselisihan dan memanfaatan tanah sebaik-baiknya. 
 Hal inilah yang diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-
ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan 
erat dengan hak-hak yang ada di atasnya. Dua macam hak yang timbul 
atas tanah, antara lain yaitu: 
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1). Hak Persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, 
dimanfaatkan, dinikmati dan diusahai oleh sekelompok manusia 
yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan 
masyarakat hukum (pesekutuan hukum). Lebih lanjut, hak 
persekutuan ini sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, 
hak purba, hak komunal atau beschikingsrecht. 
2). Hak Perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, 
dimanfaatkan, dinikmati dan diusahai oleh seseorang anggota 
dari persekutuan tertentu. 
Dalam hal hubungan antara Hak Persekutuan dan Hak Perorangan, 
Barend Ter Haar(Tolib Setiady 2009:312) memiliki pendapat yang disebut 
Teori Bola, dimana menurut teori ini ditegaskan: 
“Hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah 
bersifat timbal balik yang berarti semakin kuat hak individual atas 
sebidang tanah maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu 
dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang 
tanah maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut”. 
Hukum tanah adat dalam hal hak persekutuan atau hak pertuanan 
dapat dilihat jelas bahwa umat manusia itu ada yang berdiam di suatu 
pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa atau 
mereka ada yang berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang 
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sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas, maka 
dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah (B.Ter Haar 1981:71) 
Adapun hak-hak perseorangan yang diberikan atas tanah ataupun 
isi tanah ulayat (Dewi Wulansari 2010:86), yaitu: 
1. Hak Milik Atas Tanah 
Hak milik atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap anggota ulayat 
untuk bertindak atas kekuasaanya atas tanah ataupun isi dari lingkungan 
atau wilayah ulayat.Hak milik ini terdiri dari hak milik terikat dan hak milik 
tidak terikat.Yang dimaksud hak milik terikat adalah semua hak milik yang 
dibatasi oleh hak-hak lain yang terdapat dalam lingkungan masyarakat 
adat seperti hak milik komunal atas tanah dimana sebidang tanah 
menjadi milik bersama dari penduduk desa.Sedangkan yang dimaksud 
dengan hak milik tidak terikat adalah hak milik dari perseorangan yang 
tidak ada campur tangan dari pihak desa. 
2. Hak Menikmati Atas Tanah 
Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang 
diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati hasil 
tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali 
saja.Sebenarnya hak ini biasa diberikan kepada orang luar lingkungan 
ulayat yang diizinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan 
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ulayat, setelah panen selesai, tanah harus dikembalikan kepada hak 
ulayat. 
3. Hak Terdahulu 
Tentang hak terdahulu (voorkeursrecht) adalah hak yang diberikan 
kepada seseorang untuk mengusahakan tanah itu, dimana orang 
tersebut didahulukan dari orang lain. Ini dapat terjadi misalnya tentang 
sebidang tanah belukar yang merupakan tanah dari ulayat atau berupa 
tanah ulayat. 
4. Hak terdahulu untuk beli 
Begitu pula untuk hak terdahulu untuk beli, dimana seseorang 
memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain. 
Hak ini sering disebut hak wenang beli dan hal ini dapat terjadi karena 
pembeli adalah sanak saudara si penjual, anggota masyarakat atau 
ulayatnya, tetangga dari si penjual itu sendiri. 
5. Hak Memungut Hasil Karena Jabatan 
Mengenai hak memungut hasil karena jabatan (ambtelijk profijtrecht) 
bisa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan 
hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki 
jabatannya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya. 
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6. Hak Pakai 
Hak Pakai (gebruiksrecht) adalah hak atas tanah yang diberikan 
pada seseorang atau kelompok untuk menggunakan tanah atau 
memungut hasil dari tanah tersebut. 
7. Hak Gadai dan Sewa 
Hak gadai dan hak sewa dalam hubungan ini timbul karena adanya 
satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah 
tersebut.selama belum ditebus oleh pemilik tanah, maka selama itu pua 
hak atas tanah menjadi hak milik yang memberi gadai, begitu pula 
tentang hak sewa, bahwa hak milik itu berlangsung hingga putusnya 
perjanjian sewa-menyewa atas tanah itu. 
4. Tanah Tongkonan 
Di kabupaten Tana Toraja, Tongkonan dapat mempunyai sifat yang 
mirip hak ulayat. Tongkonan dibangun oleh sekelompok masyarakat adat 
berdasarkan suatu pertalian keturunan (geneologis) maka pengertian 
tanah tongkonan dapat dirumuskan sebagai tanah yang dikuasai oleh 
sekelompok masyarakat adat atau tongkonan dimana semua anggota 
tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah 
tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan.  
 Adapun perbedaan diantara keduanya adalah Hak ulayat 
merupakan hak persekutuan yang bersifat teritorial (berdasarkan 
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lingkungan daerah) atas tanah di dalam wilayah 
kekuasaannya.Sedangkan tanah tongkonan adalah hak sekelompok 
masyarakat adat yang bersifat geneologis (berdasarkan ikatan darah). 
Beberapa pengertian tanah tongkonan menurut pendapat tokoh-
tokoh masyarakat toraja. 
           Bumbungan  
“Tanah tongkonan adalah liliq atau wilayah tongkonan yang 
langsung di manfaatkan oleh anggota keluarga tongkonan dibawah 
pimpinan kepala keluarga yang disebut tongkonan parengge’” 
Semuel Palangda  
“Tanah tongkonan adalah tanah-tanah yang berada dibawah 
penguasaan dan tanggung jawab orang orang yang berdiam di 
tempat yang disebut tongkonan” 
Sumalu  
“Tanah tongkonan adalah tanah yang dikuasai oleh orang yang 
membangun tongkonan yang belum dibagi oleh keturunannya yang 
berarti masih merupakan tanah milik bersama”. 
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 Menurut Bumbungan tanah tongkonan ada beberapa macam 
antara lain: 
a).  Sawah tongkonan yang lazim disebut Kande Tongkonan yaitu 
tanah dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu 
tongkonan dimana hasil tanah tersebut di pergunakan 
bilamana rumah tongkonan tersebut mengalami kerusakan. 
b). Rante Tongkonan yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta 
pemakaman (Rambu solo’) dari anggota keluarga tongkonan 
apabila ada yang meninggal satu hal mana dilakukan 
berdasarkan kebiasaan di kalangan masyarakat toraja. 
c).  Lingkungan tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau patane 
yang terletak di dalam wilayah tanah tongkonan yang 
bersangkutan yang merupakan tempat untuk menyimpan 
mayat dari anggota keluarga tongkonan yang telah 
diupacarakan. 
 Suatu tongkonan memiliki tanah-tanah sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas, tergantung pada usia atau umur daripada tongkonan 
itu sendiri sehingga ditinjau dari segi usia tongkonan maka dapat 
diklasifikasikan dalam 2 macam yaitu: 
1. Tongkonan Layuk (tongkonan tua) yaitu tongkonan yang telah 
mempunyai berlapis-lapis keturunan yang telah memiliki kombong 
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tongkonan, sawah tongkonan, rante tongkonan, dan liang 
tongkonan. 
2. Tongkonan muda yaitu tongkonan yang masih sangat muda 
usianya yang baru memiliki beberapa lapis keturunan, tongkonan 
ini mungkin hanya  mempunyai tanah kering atau sawah 
tongkonan , sedangkan rante dan liang tidak dimilikinya. Jadi 
dapat dikatakan bahwa tanah tongkonan adalah tanah di sekitar 
wilayah tongkonan yang dimanfaatkan oleh setiap anggota 
keluarga tongkonan. 
 Telah dijelaskan pada bahagian terdahulu bahwa tanah tongkonan 
mempunyai persamaan dengan hak ulayat. Persamaan itu, juga terdapat  
pada ciri-ciri dari tanah tongkonan maupun hak ulayat. Eddy Ruchiyat 
mengemukakan ciri-ciri hak ulayat menurut Van Vollenhoven, adalah 
sebagai berikut: 
a). Hak ulayat atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan 
hukum dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan. 
b). Hak ulayat tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya. 
c). Jika hal itu dilepaskan untuk sementara maka bilamana ada 
alasan selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang 
hilang, harus dibayar juga cukai oleh orang-orang asing 
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menurut hukum adat diwajibkan membayar kepada persekutuan 
hukum yang memiliki tanah tersebut. 
 Dalam hak persekutuan atas tanah tongkonan ditemukan ciri-ciri 
yang sama, yaitu sebagai berikut: 
1. Tanah tongkonan hanya dapat dimiliki oleh anggota (keluarga) 
dari tongkonan yang bersangkutan dan menikmati hasil dari tanah 
tongkonan. 
2. Tanah tongkonan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau orang 
lain dengan maksud untuk memilikinya, akan tetapi orang luar 
hanya mempunyai hak untuk menggarap tanah tongkonan 
tersebut setelah mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan 
setiap habis panen, penggarap tersebut harus menyerahkan 
sebagian dari hasil panen tersebut kepada pimpinan tongkonan 
tersebut 
3. Jika tanah tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang 
lain untuk digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari 
pimpinan tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan 
sebagian hasil panen sebagai pembayaran atau masukan kepada 
pimpinan tongkonan atas kebaikan hatinya. 
 Sebagaimana adanya persamaan dengan hak ulayat maka tanah 
tongkonan juga mempunyai fungsi yaitu: 
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a). Fungsi kedalam, artinya bahwa tanah tongkonan dapat dipakai 
oleh setiap warga masyarakat lingkungan persekutuan 
hukum/dalam kepentingan negara/ pemerintahan. 
b). Fungsi keluar, artinya bahwa bila tanah itu diperlukan untuk 
kepentingan bersama dalam masyarakat wilayah persekutuan 
hukum/dalam kepentingan negara/pemerintah. 
 Adapun fungsi tongkonan menurut tokoh masyarakat “Lomo” 
bahwa : 
“Fungsi tanah tongkonan adalah disamping merupakan tempat 
tinggal/kediaman sekaligus merupakan milik dari anggota 
pesekutuan dari tongkonan yang bersangkutan”. 
 
Dalam uraian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 
tanah tongkonan di kabupaten Tana Toraja,antara lain merupakan 
tempat kediaman, sumber penghidupan, kekayaan serta sebagai 
lambang status sosial bagi semua anggota/warga tongkonan yang 
bersangkutan. 
5. Sengketa Tanah. 
Sengketa tanah adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih 
yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau 
hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Suatu 
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sengketa itu timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam 
masyarakat dan ada dua hak yang menimbulkan masalah yaitu adanya 
perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi , 
keduanya merupakan masalah dan bila masalah ini disebabkan oleh 
pihak lain, maka masalah tersebut akan menimbulkan sengketa. 
Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia 
akan menjadi sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pangadilan dan 
ada yang tidak dibawa ke pengadilan. 
Lawrence M. “memandang apa perbedaan antara sengketa dan 
konflik. Sengketa atau dispute mengenai tuntutan yang tidak selaras  
terhadap sesuatu yang bernilai, misalnya dua orang berebut sebidang 
tanah yang sama, sedangkan konflik yaitu merupakan  pertentangan 
yang bersifat makro, misalnya antar golongan atau kelompok”.   
Dari defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah 
adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai 
kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh 
karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum. 
Sifat dan permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada  
beberapa macam (Rusmadi Murad 1991:23), antara lain: 
a) Masalah/pesoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat 
ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang 
berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya. 
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b) Bantahan atas sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan 
sebagai dasar pemberian hak (perdata). 
c) Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan 
peraturan yang kurang/tidak benar. 
d) Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial 
praktis (bersifat strategis). 
Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya 
diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: 
a) Pengaduan 
Dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal dan peristiwa yang 
menggambarkan bahwa pemohon adalah yang berhak atas tanah 
sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian 
disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah 
mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. 
b) Penelitian  
Terhadap penanganan tersebut dilakukan penelitian baik berupa 
pengumpulan data/administratif maupun hasil penelitian fisik di 
lapangan (mengenai penguasaanya).Dari hasil penelitian ini 
kemudian disimpulakan sementara apakah pengaduan tersebut 
beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. 
c) Pencegahan Mutasi (Status Quo) 
Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa tersebut diatas, 
kemudian baik atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun 
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berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Agraria yang bersangkutan 
terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkah-langkah 
pengamanan berupa pencegahan/penghentian untuk sementara 
terhadap segala bentuk perubahan. Maksud dari pencegahan 
adalah menghentikan untuk sementara segala bentuk perubahan. 
Kegunaannya yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian di 
dalam penyelesaian sengketa oleh karena kalau tidak demikian, 
penyelesaian sengketa akan mengalami kesulitan di dalam 
meletakkan keputusannya nanti. Yang kedua adalah untuk 
kepentingan pemohon sendiri, sebab apabila tidak dilakukan 
penghentian tentu pengaduan tersebut tidak akan ada gunanya. 
d) Musyawarah 
Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak yang 
bersengketa sering berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa 
(dengan jalan musyawarah). Untuk itu diperlukan sikap tidak 
memihak serta tidak melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak 
berarti bahwa mediator tersebut harus pasif. Pihak agraria harus 
mengemukakan beberapa cara penyelesaian, menunjukkan 
kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang mungkin timbul kepada 
para pihak. 
e) Penyelesaian melalui Pengadilan 
Apabila musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata 
ada masalah-masalah prinsipiil yang harus diselesaikan oleh 
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instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada 
yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke 
pengadilan. 
Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa 
perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, 
pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak 
ulayat. 
Suatu sengketa tanah subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari 
satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga 
besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun 
negara. Status hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang 
menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak 
tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap,  
dan sebagainya. 
Sedangkan obyek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan 
atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah 
adat dan ulayat, tanah eks hak barat, tanah hak nasional, tanah 
perkebunan, serta jenis kepemilikan lainnya.  
B. Kerangka Konseptual 
Tanah sama seperti aset, yaitu mempunyai nilai jual yang 
bergantung pada kualitasnya, seperti letaknya yang strategis atau 
kualitas produktivitas tanah dalam hasil-hasil pertanian. Harga jual 
sebidang tanah kita ketahui bergantung kepada letak dan kualitas 
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produktivitas tanah, sedangkan kedua hal ini dapat berubah-ubah sesuai 
dengan kondisi saat itu juga. Misalnya, sebidang tanah yang dahulunya 
tidak berharga mahal karena tanahnya tidak produktif akan sangat 
berharga mahal jika wilayah tersebut akan dijadikan lahan industri, 
karena hal ini akan membuat para investor berlomba-lomba membeli 
lahan tanah tersebut, sedangkan keadaan ini akan dimanfaatkan oleh 
pemilik tanah untuk menjual tanahnya dengan harga tinggi. 
Tanah bagi masyarakat Toraja sangat penting keberadaannya., 
apalagi Tanah Tongkonan, merupakan amanah yang harus dijaga dan 
dipertahankan dan diteruskan kepada anak cucunya. Tanah sangatlah 
erat kaitannya dengan budaya masyarakat Toraja. Dalam masyarakat  
Toraja, Tanah Tongkonan sangatlah erat kaitannya dengan leluhur, 
makam, dan kekerabatan yang kuat. 
Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Tanah Tongkonan adalah 
tanah dimana kepemilikannya bukan hanya satu individu tapi dalam satu 
rumpun keluarga yang mempunyai hak yang sama dalam pengarapan 
lahan tersebut, hal ini-lah yang bisa menimbulkan suatu masalah jika 
munculnya gejala perubahan orientasi terhadap tanah. Pada awalnya 
masyarakat tertentu tidak begitu memedulikan keberadaan tanahnya, 
namun sejak terjadinya perubahan terhadap nilai tanah itu sendiri maka 
masyarakat tersebut akan mengubah cara pandangnya terhadap tanah. 
Mereka cenderung akan menjual tanah tersebut dengan maksud untuk 
memperoleh keuntungan yang besar, bahkan tak jarang yang 
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sebelumnya antar warga/keluarga tidak terdapat persengketaan 
(perebutan) hak atas tanah namun kini mereka berbondong-bondong 
untuk bersaing memperoleh hak atas tanah untuk dijual mahal dengan 
tujuan mendapat keuntungan yang besar. 
Namun  jika kita melihat dari sudut pandang budaya bahwa makna 
dari sekapling Tanah Tongkonan dapat mempunyai arti banyak. Di 
samping sebagai faktor produksi yang berguna sebagai sumber nafkah, 
Tanah Tongkonan juga memegang peranan penting sebagai sumber 
kekuasaan, jaminan keamanan, dan tempat untuk melestarikan dan 
mengembangkan sistem sosial budaya.Tanah Tongkonan juga dinilai 
sangat berharga bagi keluarga-keluarga yang menilai tanah bukan hanya 
dari sisi ekonomis, melainkan dari sisi kehormatan dalam menjaga 
warisan, amanah, dan peninggalan dari orang tua yang sudah 
sepantasnya untuk dipertahankan keberadaannya. 
Adanya rencana pemerintah untuk membangun bandar udara di 
kecamatan Mengkendek membuat masyarakat di kecamatan ini mulai 
merubah pandangan mereka terhadap keududukan tanah Tongkonan, 
adanya hak yang sama dalam mengelolah tanah tongkonan seperti yang 
telah dibahas diatas membuat para keluarga tongkonan saling berebut 
peguasaan tanah tongkonan. Hal inilah yang meyebabkan konflik antara  
keluarga dalam tongkonan. 
 
 
37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar I: Skema Kerangka Konseptual 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Mengkendek 
Kabupaten Tana Toraja. Pertimbangan bahwa lokasi penelitian yang 
berada di kecamatan ini akan dibangun bandar udara. Dimana dalam 
proses pembebasan lahan terjadi masalah sengketa kepemilikan hak atas 
tanah, sehingga diperlukan upaya penelitian agar dapat diketahui, 
bagaiman proses pembebasan dan penyebab munculnya masalah 
sengketa tanah tongkonan pada pembangunan bandar udara. Serta 
bentuk-bentuk penyelesaian masalah sengketa tanah tongkonan. 
B  Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe Penelitian  
Adapun tipe penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif. Yakni sebuah penelitian yang 
berusaha memberikan gambaran atau uraian yang bersifat 
deskriptif, mengenai suatu kolektifitas objek yang diteliti secara 
sistematis, dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada.    
2. Dasar Penelitian 
Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kasus. Yaitu dengan mengambil beberapa responden yang 
dilakukan secara intensif dalam mendetail dan komperehensif 
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terhadap objek penelitian guna menjawab permasalahan yang 
diteliti. 
C. Sumber dan Jenis Data 
Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil 
penelitian: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui observasi dan wawancara dengan pihak-
pihak yang berhubungan dengan penelitian. 
a.  Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di 
lapangan, untuk mengetahui dan mengamati keadaan 
kehidupan dilokasi penelitian. observasi yang dilakukan 
berada di dua lokasi yang masuk dalam area 
pembebasan lahan. Yakni di Palla, Lembang 
Rantedada dan Talling, Lembang Simbuang. Ini 
dimaksudkan untuk mengetahui obyektifitas dari 
kenyataan yang akan ada tentang keadaan obyek yang 
akan diteliti.  
b. Wawancara Mendalam, yaitu mengumpulkan 
sejumlah data dan informasi secara mendalam dari 
informan dengan menggunakan pedoman wawancara, 
atau peneliti melakukan kontak langsung dengan 
subyek yang diteliti secara mendalam utuh dan 
terperinci. Wawancara   ini   dilakukan   terhadap   
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para   responden   yang dilakukan secara langsung 
yaitu antara lain terhadap terhadap, unsur-unsur 
pemerintah yang terkait serta, pemangku adat di 
Lembang Rantedada dan Lembang Simbuang 
mengenai  proses  pembebasan tanah tongkonan 
untuk pembangunan bandar udara di Kecamatan 
Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. wawancara 
juga dilakukan terhadap anggota keluarga pemilik 
tanah tongkonan mengenai pemanfaatan tanah 
tongkonan dan penyebab konflik yang terjadi dalam 
penguasaan tanah tongkonan serta bentuk bentuk 
penyelesaiannya. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara 
mempelajari dan menelah buku-buku, serta dokumen-
dikumen yang berhubungan dengan peneltian ini.  
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian di analisis secara 
kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Data yang terkumpul mengenai proses pembebasan tanah 
tongkonan, pemanfaatan, dan penyebab konflik serta bentuk-bentuk 
penyelesaianya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. 
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Yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualtatif, 
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara  tertulis  atau  lisan  
diteliti  kembali  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang utuh. 
Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif 
dapat menjawab dan memecahkan serta memperdalam  secara 
menyeluruh dan utuh objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan 
yang bersifat deksriptif. 
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BAB   IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Letak Geografis dan Keadaan Alam. 
Kecamatan Mengkendek adalah salah satu Kecamatan yang 
berada di Kabupaten Tana Toraja. Secara geografis Kec. Mengkendek 
mempunyai batas wilayah sebagai berikut : 
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Enrekang 
 Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Sangalla 
 Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Luwu 
 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gandangbatu 
Sillanan 
a. Luas wilayah Kec. Mengkendek kurang lebih , 196,74 Km²  yang 
terdiri atas  yaitu : 
 
 Kelurahan Rante Kalua’ 
 Kelurahan Tampo 
 Kelurahan Lemo 
 Kelurahan Tengan 
 Desa Uluway 
 Desa Uluway Barat 
 Desa Buntu Datu 
 Desa Marinding 
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 Desa Palipu’ 
 Desa Randanan 
 Desa Buntu Tangti 
 Desa Rantedada 
 Desa Gasing 
 Desa Simbuang 
Pusat  pemerintahan kecamatan berada di Kelurahan Rante 
Kalua’ yang terletak kurang lebih 12 km dari ibu kota kabupaten Tana 
Toraja 
Untuk mencapai daerah ini kita cukup menggunakan alat 
transportasi darat yaitu angkutan kendaraan umum atau kendaraan 
bermotor lainya yang dapat ditempuh dalam waktu satu jam dari ibukota 
kabupaten (Makale). 
Seperti halnya di Kecamatan lain di Kabupaten Tana Toraja, 
Kecamatan Mengkendek termasuk di dalam dataran tinggi yang cocok 
memang untuk pertanian yang beriklim tropis basah 15° c - 28° c dengan 
kelembaban udara antara 82 - 86 %, curah hujan rata-rata 1500 mm/thn 
sampai lebih dari 3500 mm/tahun, dimana Curah hujan yang tinggi 
awalnya terjadi pada bulan Desember hingga April, puncaknya pada bulan 
Januari dan Februari. Sedang curah hujan terendah terjadi pada bulan 
Mei hingga November. 
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.Daerah ini tergantung perubahan musim, terutama dalam hal 
pertanian setempat, kapan mulainya proses penanaman, pembibitan dan 
waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian padi sawah. 
Keadaan tanah di Kec. Mengkendek memang sangat ideal untuk 
daerah pertanian, dan perkebunan, dimana sebagian wilayahnya Hutan. 
Sebagian lagi daerah yang besar cocok untuk persawahan dan 
perkebunan. 
B. Keadaan Penduduk. 
1. Sejarah Kecamatan Mengkendek  
 Jauh sebelum terbentuknya kecamatan Mengkendek terdapat 
beberapa nama yang dipakai sebagai kesatuan daerah ini. Pada waktu itu 
nama Mengkendek beum mencukupi seluruh daerah yang yang sekarang 
masuk dalam wilayah kecamatan Mengkendek, yang lazim dinamai 
Mengkendek paa waktu itu ialah Kampung Tengan sebuah kampung 
dikkaki gunung kandora tempat istana Puang Tamboro Langi. Istana  itu 
dikenal nama Banua Ditoke’. 
Latar belakang nama Mengkendek terdapat bermacam-macam 
pendapat. Ada ahli sejarah Toraja yang mengatakan tempat itu dinamai 
Mengkendek yang berarti “naik” karena istana terdapat disuatu tempat 
yang tinggi. Ketika Puang Tambrolangi  mengundang pemuka-pemuka 
masyarakat untuk bermusyawara guna pembentukan daerah, menyusun 
peraturan-peraturan. Para undangan itu harus “Kendek”   
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Sebagian pula berpendapat bahwa daerah Mengkendek dinamai 
Mengkendek karena tempat-tempat bersejarah dimana disusun 
kebudayaan dan adat istiadat pada umumnya semuanya terletak ditempat 
tinggi. Baik banua toke’ maupun banua puang tempat kediaman Tangdilno 
(puang yang membawa aluk sandapitu) (Alex  Tangke Lembang: 2009: 
125) 
 Mengkendek berasal dari kata kendek yang berarti naik atau 
meningkat. Kata Menngkendek berawal dari hasil musyawarah para tokoh 
adat yang merupakan bagian dari Tallulembangnya dimana Mengkendek 
sebagai Basse Adinna, sehingga menjadi sebuah kecamatan yang saat ini 
bernama Kecamatan Mengkendek, yang ibu kota kecamatannya terletak 
di kelurahan Rante Kalua’. Kecamatan Mengkendek di bentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000. 
2. Jumlah Penduduk 
Kecamatan  ini mempunya penduduk sebanyak 31. 028 jiwa terdiri 
dari 15.245 jiwa penduduk adalah laki-laki dan 15.783  jiwa adalah 
perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak di banding 
penduduk laki-laki. 
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3. Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu usaha dalam rangka 
meningkatkan kehidupan intelektual Bangsa yang pada akhirnya  akan 
membentuk kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah 
serta berlangsung seumur hidup. 
Penduduk Kecamatan Mengkendek dilihat dari tingkat pendidikan 
bila dibandingkan pada masa-masa lalu, pada saat sekarang sudah 
mengalami kemajuan yang berarti karena penduduk yang mengetahui 
baca tulis sudah tinggi     (hampir sama). Bila di bandingka dengan yang 
buta huruf.hal ini disebabkan kesadaran kesadaran masyarakat akan 
pendidikan sudah ada dan dengan dukungan sarana pendidikan sudah 
memadai terbukti dengan adanya  sebuah taman kanak-kanak (TK)  dan 
sebuah sekolah dasar (SD) dan sebuah sekolah menengah pertama 
(SMP), sebuah sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Tinggi 
walaupun sebagian hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar.  
Jadi dapat dikatakan hamper semua masyarakat Mengkendek  
bebas dari buta aksara karena sebagian masyarakatnya sudah mengerti 
tentang arti dan manfaat pendidikan. ini dapat dibuktikan banyaknya 
jumlah penduduk yang sekolah di Kecamatan Mengkendek (SD dan SMP 
. SMA, Sekolah Tinggi) dan melanjudkan perguruan tinggi yang ada di 
Kabupaten Tana Toraja maupun yang sekolah di Makassar  dan luar 
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pulau sulawesi ada juga yang sampai di kota lain untuk melanjutkan 
sekolahnya ke perguruan tinggi. 
4. Mata Pencaharian Hidup. 
Pada umumnya Kecamatan Mengkendek di bawah wilayah 
Indonesia sebagian besar penduduk bergerak di bagian pertanian 
termasuk pula halnya pada penduduk Sulawesi selatan. Teknik bercocok 
tanam ada yang masih tradisional ada juga yang sudah modernisasi.  
Begitupula halnya Kecamatan Mengkendek sebagian besar 
penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh 
sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, ini merupakan potensi 
penduduk jika di kelolah dengan baik. Pada sektor pertanian ini terdapat 
berbagai komoditas atau konsumsi yang bisa dihasilkan pada lahan 
tersebut, baik tanaman jangka panjang,maupun tanaman . tanaman 
jangka, yang semuanya bila di kembangkan dengan baik akan dapat 
meningkatkan kesejahtraan penduduk itu sendiri. 
Tanaman-tanaman pokok ialah padi dan jagung. Selain jagung 
ditanam pula palawija lainya seperti ubi jalar, ketela, pohon dan kacang-
kacangan. Walaupun pupuk-pupuk jarang dipergunakan untuk tanaman 
palawija tersebut tetapi tanaman itu bertumbuh baik.  
Tanaman-tanaman yang juga terkenal dari daerah Mengkendek 
ialah kopi, kebanyakan adalah kopi Arabika. Penanaman kopi Arabika 
diderah ini sudah lama diekenal sebagai tanaman rakyat. Sejak tahun 
1960 dimulai pula penanaman cengkeh, bagian timur kecamatan 
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Mengkendek seperti  lembang Marinding, Tampo, Simbuang, Uluway 
memungkinkan penanaman cengkeh.  
5. Sarana Dan Prasarana. 
Saran dan prasarana yang ada di Kecamatan Mengkendek dapat 
dikatakan sudah cukup memadai, dimana Kecamatan ini terletak di jalan 
poros provensi yang  telah di aspal. 
Sarana transportasi di Kecamatan Mengkendek sudah sangat baik. 
Ini menandakan bahwa penduduk Kecamatan Mengkendek bisa di 
golongan sudah sejahtera, sedangkan saran komunikasi penduduk 
Kecamatan Mengkendek tidak mau ketinggalan dengan berita yang 
sedang terjadi. Mereka menambah pengetahuan dan memperoleh berita 
dari siaran radio dan siaran tv yang mereka miliki.   
C. Kebudayaan dan Adat Istiadat  
Menurut cerita-cerita orang tua-tua masyarakat Megkendek darah 
ini sudaj sejak lama mengadakan hubungan kedalam dan keluar daerah. 
Perhubungan itu ditandai dengan “basse”  dan benda-benda yang 
bersejarah. 
“Basse” (perjanjian-perjanjian)itu terbagi-bagi sebagai berikut; 
basse sangbanua, basse sangrapu, basse sangpenanian, basse 
sangbanua, basse sanglembang, basse sanglepongan bulan dan basse 
keluarga daerah. 
Sudah lama dikenal dalam sejarah Toraja akan hubungan antara 
pemuka-pemuka di Mengkendek dengan daerah lain. Perhubungan itu 
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terjadi dengan jalan mengadakan perjanjian (basse) dan ada pula dengan 
keturunan  
Peninggalan benda-benda bersejarah tidak kurang pula didaerah 
ini. Banyak dari benda-benda bersejarah itu yang diselubungi oleh cerita-
cerita mitos. Tetapi ada pula yang jelas-jelas keadaanya tetapi oleh 
masyarakat dikeramatkan.  
Adat istiadat dikecamatan Mengkendek saling kait mengait dengan 
Aluk Todolo (kepercayaan). Hal ini nyata didalam penyembahan Rambu 
Tuka’ dan Rambu Solo’. Sebelum ajaran agama masuk kedaerah ini aluk 
dan adat sukar dibedakan. Yang mana sebenarnya masuk kategori aluk, 
dan yang masuk kategori adat istiadat. Itulah sebabnya sampai sekarang 
ini sering terjadi suatu pelangaran adat yang diberi sanksi penyembahan 
(dalam hal ini menyangkut aluk)  
D. Kesenian 
Kesenian-kesenian yang masih ada digolongkan sebagai berikut: 
1. Seni Bangunan  
Seni bangunan dapat dilihat dalam pembuatan rumah dan 
lumbung. Khusus seni rumah dikenal beberapa bentuk antara lain: 
a. Banua Dibarira (diatapi hanya sebelah) 
b. Banua  Dia’riri ao’ yaitu rumah yang bertiang 4 buah dan 
tiang itu terdiri dari bambu aur. 
c. Banua ditolo’ yaitu; Tiangnya tidak ditanam dan tidak 
memakai roro 
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d. Banua Sang Lanta’ yaitu; Tiangnya dari kayu dan rumah ini 
terdiri dari satu petak. 
e. Banua Duang Lanta’ yaitu; Terdiri dari dua petak dan sudah 
memakai longa. 
f. Banua Tallung Lanta’ yaitu rumah yang sama bentuknya 
dengan sub e namun terdiri dari tiga petak. 
Rumah-rumah tersebut semuanya menghadap ke utara 
2.  Seni Tari dan Seni Suara 
Seni tari dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu; seni tari 
dalam rambu tuka’ dan seni tari rambu solo’ 
a. Seni tari Rambu Tuka’ 
1. Ma’maro 
2. Ma’lekkong (ma’kondo) 
3. Ma’bugi 
4, Ma Barande 
5. Masende-sende 
6. Masemba’ 
b. Seni Tari Rambu Solo’ 
1. Ma’badong 
2. Ma’ Randing 
3. Massenge 
4. Umbating 
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c.  Seni Musik (bunyi-bunyian) 
1. Suling te’tek                                           5. Gesok-Gesok 
2. Basen-basen                                          6. Gandang 
3. Pelle bulo                                               7. Garapung    
4. Karombi                                                  8. Kasapi 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan pada bab V ini didasarkan pada seluruh data yang 
yang berhasil di himpun pada saat penulis melakukan penelitian lapangan 
di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja . Data yang di 
maksud dalam hal ini merupakan data primer  yang bersumber dari 
jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau 
wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data atau 
instrumen yang di pakai untuk keperluan tersebut.  
Dari data ini diperoleh beberapa jawaban menyangkut konflik yang 
timbul dalam pembebasan lahan tanah tongkonan, termasuk 
bagaimanakah cara keluarga/masyarakat pemilik Tana Tongkonan dalam 
menyelesaikan konflik yang timbul dengan adanya pembebasan lahan 
Tanah Tongkonan pada  pembanguana bandar udara di Kecamatan  
Mengkendek (respon ). 
A. Profil Informan 
Informan dalam penelitian ini dipilih berdasrkan kriteria yang dirasa 
perlu dalam penelitian seperti, nama, jenis kelamin, umur, status dalam 
keluarga, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan tempat tinggal. Dari 
keseluruhan jumlah informan, terdapat 5 orang laki-laki dan 3 orang 
perempuan, dimana dalam menentukan informan di lakukan dengan 
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secara tehnik bola salju (snowball sampling) dengan memilih individu yang 
bersangkutan dengan pembebasan lahan dan keluarga pemilik tanah 
tongkonan. 
. Dalam penentuan informan, pertama-tama dipilih satu atau dua 
orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap 
terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang 
dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua 
orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan yang 
peneliti tentukan sebanyak delapan orang. 
 Informan “(NSP)” 
Informan  “NSP” seorang laki-laki yang berusia 54 tahun 
lahir dan besar di Kabupaten Tanah Toraja. Informan NSP belum 
berkeluarga dan  merupakan salah satu pemilik lahan yang 
bersengketa.  Pendidikan terakhir  S1. Informan MD adalah 
pensiunan PT Perkebunan Jawa Barat, beralamat di Kab. 
Sukabumi Jawa Barat.  
 Informan “(LR) 
Informan  “LR” seorang perempuan yang  berumur 68 tahun 
lahir di kab. Tana Toraja. Informan LR merupakan ibu rumah 
tangga dari  satu suami  dan 10 orang anak dan alm suaminya 
bekerja sebagai petani. Informan “LR” berdomisili Rante Dollok, 
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Lembang  Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Pendidikan 
terakhir informan hanya sampai pada Sekolah Dasar. Informan IR 
istri dari pemilik lahan yg bersengketa. 
 Informan “(OS)” 
Informan “OS” berusia 44 tahun seorang laki-laki merupakan 
informan yang berdomisili di Lembang Rantedada Kecamatan 
Mengkendek. Pendidikan terakhir informan adalah SMA. Dan ia 
bekerja sebagai wirausaha. Informan OS sudah berkeluarga dan 
mempunyai 3 anak. 
 Informan “(EPM)” 
Informan “EPM” adalah seorang laki-laki beumur 42 tahun 
berdomisili di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale, 
pendidkan informan EPM adalah tingkat perguruan tinggi (S1). Dan 
ia bekerja sebagai seorang wirausaha. Informan (EPM) adalah 
seorang kepalarumah tangga mempunyai 3 anak. 
 Informan “(SB)” 
Informan “SB” berusia 52 tahun, informan berdomisili di 
Kelurahan Bombogan Kecamatan Makale. Pendidikan terakhir 
informan YRM adalah tingkat perguruan tinggi (S1). Dan ia bekerja 
sebagai pegawai negri sipil (PNS). Informan SB sudah berkeluarga. 
 
55 
 
 Informan “(LG)” 
Informan LG seorang laki-laki berumur 48 tahun dan juga 
berstatus sebagai kepala keluarga dengan  seorang istri dan 
bertempat tinggal di Rante Dollok Lembang Rantedada Kecamatan 
Mengkendek . Pendidikan terakhir informan LM sampai pada SMA. 
Informan LG bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
 Informan “(MT) 
Informan  “MT” seorang perempuan berumur 55 tahun lahir 
dan besar di Kabupaten Tana Toraja, sudah berkeluarga masih dan 
pendidikan terakhir perguruan tinggi (S1) dan bekerja sebagai guru 
(PNS). Informan MT bertempat tinggal Lembang Marinding 
Kecamatan Mengkendek.. 
 Informan “(PL)” 
Informan “ PL” seorang laki-laki yang berusia 40 tahun lahir 
dan besar di Kabupaten Tana Toraja. Pendidikan terakhir informan 
(PR) adalah sampai pada tingkat perguruan tinggi (S1). Informan 
PR sudah berkeluarga, informan ini berprofesi sebagai wirausaha. 
Informan (PL) adalah ketua adat Tampo Rantedada. 
 
 
56 
 
B. Proses dan Pemanfaatan Tanah Tongkonan 
Tanah Tongkonan di kabupaten Tana Toraja yang pemanfaatannya 
dikuasakan kepada orang yang diangkat berdasarkan garis keturunan dari 
tongkonan tersebut. Tanah Tongkonan yang asal usulnya pada prinsipnya 
bahwa merupakan peninggalan orang tua dan asal usulnya adalah 
hutan/tanah terlantar yang kemudian digarap dan berkembang menjadi 
tanah yang tidak terbagi kepemilikannya dan dikelola terus oleh 
keturunannya. Tanah Tongkonan yang berupa tanah kering pada 
umumnya dibanguni rumah adat (Rumah Tongkonan), lumbung padi, 
rumah tinggal keturunan dari pemilik tanah tongkonan yang 
diperkenankan oleh keluarga besar untuk berdiam di areal tanah tersebut, 
juga dibanguni patane (kuburan keluarga). 
Tanah tongkonan pengelolaannya dilakukan oleh keturunan yang 
bermukim di lokasi tanah tersebut. setiap keturunan dari pemilik tanah 
tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah tongkonan 
dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan 
menjaga tanah milik keluarga tersebut. Dalam artian apabila rumah 
tongkonan berdasarkan musyawarah keluarga ingin diperbaharui atau 
diperbaiki maka seluruh biaya membangun rumah itu dipikul oleh seluruh 
keturunan pemilik tanah tongkonan. Boleh tidaknya seorang keturunan 
membangun dan mendiami di atas tanah tersebut ditentukan dalam rapat 
keluarga. Apabila seorang keturunan tidak lagi ikut memberi sumbangan 
bila ada perbaikan-perbaikan rumah adat dalam areal tanah tongkonan 
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tersebut maka biasanya rapat keluarga akan memutuskan tidak menerima 
anggota keturunan tersebut menetap di areal tanah tongkonan maupun 
mengambil manfaat di atas tanah tongkonan tersebut.  
Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan tanah tongkonan 
diberikan kepada orang lain untuk mengelolahnya. Jika tanah tongkonan 
diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk digarap, terlebih 
dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan setiap habis 
panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran 
atau masukan kepada pimpinan tongkonan. Di dalam pembayaran 
tersebut masih dikeluarkan untuk tongkonan/rumpun keluarga misalnya 
jika ada acara rambu solo’ atau rambu tuka’ dan untuk membayar PBB 
(Pajak Bumi Bangunan).  
Pewarisan tanah tongkonan termasuk kedalam sistem kewarisan 
kolektif, dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya 
kepada pewaris yang merupakan keturunannya sebagai kesatuan yang 
tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap 
anggota keluarga berhak untuk mengusahakan, menggunakan dan 
mendapatkan hasil dari tanah tersebut. 
Mengenai status hukum kepemilikan dari tanah tongkonan pada 
umumnya adalah secara tidak tertulis, hanya ada bukti PBB (Pajak Bumi 
dan Bangunan)  tetapi itu bukan bukti kepemilikan pribadi. Nama yang ada 
di PBB adalah tergantung dari kesepakatan anggota keluarga dan 
biasanya nama yang dicantumkan adalah nama orang yang dituakan (to 
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di poambe’/di poindo’). Tanah tongkonan tidak dapat diberikan sertifikat 
karena merupakan tanah yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga 
keturunan dari tanah tongkonan tersebut, jadi tidak dapat diberikan 
sertifikat atas nama salah satu dari anggota keluarga karena 
dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan permasalahan di antara para 
anggota keluarga. 
Didalam kalangan masyarakat Adat Toraja Tongkonan mempunyai 
ketentuan-ketentuan dan aturan tentang tatanan kehidupan bagi setiap 
orang atau rumpun keluarga Tongkonan yang disebut Aluk dan Ada’ yang 
mengikat dan menuntun tanggung jawab terhadap setiap orang dan atau 
rumpun keluarga Tongkonan. 
Seseorang atau rumpun keluarga tongkonan adalah masyarakat 
yang berasal dari rumpun-rumpun keluarga Tongkonan yang bersifat 
otonom yang berkembang dengan sisitem jaringan garis keturunan. 
Dalam pengertian bahwa Masyarakat Adat Toraja hidup dalam tatanan 
masyarakat adat yang berorientasi dan berwawasan Tongkonan. 
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Penguasaan Tanah Tongkonan berdasarkan dengan jaring garis 
keturunan ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II: Skema proses dan pemanfaatan tanah tongkonan berdasarkan 
garis keturunan 
 
Tongkonan Layuk(tongkonan Tua) 
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- Disumpa’ 
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a. Tongkonan Layuk; yaitu tongkonan yang pertama mejdai sumber 
kekuasaan, membuat peraturan-peraturan adat dalam suatu 
daerah kekuasaanya 
b. Tongkonan Pekamberan/Pekaindoran; yaitu tongkonan yang 
didirikan penguasa-penguasa adat untuk melaksanakan 
pemerintahan atau aluk berdasarkan tongkonan Layuk 
c. Tongkonan Batu A’riri; yaitu tongkonan yang hanya menjadi 
pemersatu keluarga dan tempat pembinaan warisan keluarga  
d.  Banua Pa’rapuan; yaitu rumah yand dimiliki oleh keturunan kasta 
rendah/kaunan 
Penguasaan atau kepemilikan atas tanah-tanah milik adat diperoleh 
dengan sejauh mana seseorang melaksanakan akan tanggung jawab 
terkait dengan harkat, martabat, dan kedudukan dalam suatu rumpun 
keluarga Tongkonan. 
Arti dari pada tanah tongkonan seperti yang diungkapkan oleh 
informan “NSP” yakni: 
Kelompok/satu kesatuan masyarakat yang keberadaan diakui 
oleh masyarakat Tana Toraja secara turun temurun yang 
mempunyai/ dapat memilki masyarakat antara lain: 
1. Tanah kering/ sawah 
2. Rumah tempat milik Tongkonan  
3. Tanah pengembalaan  
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4. Kuburan.  
Dan penguasaan tanah di Kabupaten Tana Toraja 90% secara 
Tongkonan artinya penguasaan tanah dimiliki oleh Tongkonan 
Layuk(tongkonan Tua) dan diwariskan ke beberapa anak 
Tongkonan. Adapun mengenai proses pensertifikatan tanah 
yang kami lakukan tahun 2000 kebawa adalah 96%proses 
pemberian dan tahun 2000 keatas proses Pengakuan . 
(wawancara dilakukan 20 juli 2014) 
 
Seperti yang diaungkapkan informan diatas bahwa proses 
pengadaan dan pemanfaatan Tanah Tongkonan dilakukan secara turun 
temurun dimana ada pengakuan dari masyarakat sekitar dan lembaga 
adat yang ada.  
Keberadaan Tana Tongkonan bagi masyarakat di Kecamatan 
Mengkendek mempunyai fungsi yang sangat kuat. Status sosial 
masyarakat Mengkendek populer dengan istilah tana’. Dengan urutan-
urutan sebgai berikut: 
1. Tana Bulaan(Tokapua)  
Golongan ini terdiri dari kaum bangsawaan, pemimpin adat, 
pemuka masyarakat. 
2. Tana Bassi (Tomakaka) 
Golongan menengah masyarakat Mengkendek erat hubunganya 
dengan golongan Tokapua. Mereka adalah golongan bebas, mereka 
juga memilik golongan bangsawaan. 
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3. Tana Karurung 
Golongan masyarakat biasa, pada umumnya mereka tidak 
mempunyai tanah persawahaan sendiri. Mereka menggarap tana 
bangsawaan, mereka adalah kaum tani dan pekerja yang ulet. 
4. Tana Kua-Kua 
Golongan terbanyak yang menjadi tulang punggung masyarakat 
Toraja ialah Tobuda. Pada umumnya mereka tidak mempunyai tanah 
persawahaan sendiri melainkan hanya sebagai petani penggarap 
tanah bangsawan. Golongan ini termasuk kaunan atau golongan 
budak yang dimiliki oleh para bangsawan, mereka ini adalah yang 
paling dipercaya atasanya karena nenek moyang mereka telah 
bersumpah setia turun temurun, akan tetatpi atasan ,meraka juga 
mempunyai kewajiban membantu mereka dalam kesulitan hidupnya. 
Golongan ini tidak boleh menikah dengan kelas yang lebih tinggi 
seperti Tokapua dan Tomakaka. 
Jika melihat mengenai nilai dan makna tanah bagi masyarakat 
Mengkendek, maka akan dikelompokan menurt  fungsi tanah menjadi tiga 
kategori. 
Pertama, yaitu kaitan tanah dengan leluhur.Tanah bagi masyarakat 
Mengkendek mempunyai keterikatan yang erat dengan leluhurnya, karena 
tanah tersebut merupakan warisan/titipan/amanah yang diberikan orang 
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tua kepada anak-anaknya.Sehingga anak-anaknya berkewajiban untuk 
menjaga tanah warisan tersebut dan diwariskan kepada anak cucunya di 
kemudian hari. 
Kedua, kaitan tanah dengan makam.Hubungan antara tanah dengan 
makam bagi masyarakat Toraja, terkhusus masyarakat Mengkendek 
sangat erat kaitannya. Dalam kaitan antara tanah dengan leluhur 
disebutkan bahwa leluhur akan terus mengawasi keluarga serta tanah 
yang menjadi warisannya. Maka dalam kaitannya antara tanah dengan 
makam bahwa tanah keluarga dalam beberapa keluarga tertentu dijadikan 
makam keluarga sendiri, hal ini dilakukan tentunya karena alasan tertentu 
yaitu agar leluhur yang telah meninggal tersebut dapat kembali menjadi 
tanah dan menyatu dengan tanah yang ditinggalkannya kepada anak 
cucunya. 
Ketiga, Kaitan tanah dengan kekerabatan.Sistem kekerabatan 
masyarakat Toraja dapat dilihat dari bentuk pola pemukiman keluarga 
dalam satu bidang tanah, masyarakat Toraja menyebutnya sebagai Tanah 
tongkonan. Jadi tanah tongkonan ini berupa tanah yang luas, yang terdiri 
dari tanah berdirihnya tongkonan, tanah to’ ma’pakande (sawah, 
perkebunan), Rante (tempat upacara Rambu solo’),  Tanah pekuburan 
(berupa liang dan Patane).  
Kekerabatan yang kuat antar anggota keluarga yang berkaitan 
dengan tanah warisan masyarakat Mengkendek juga diperlihatkan oleh 
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sikap anggota keluraga yang mempercayakan hak garap kepada keluarga 
lainya atupun masyarakat yang berada di sekitar area tanah tongkonan 
tanpa adanya surat perjanjian. Anak dalam keluarga tersebut pantang 
sekali untuk mempeributkan masalah harta berupa warisan tanah. Sikap 
kompromis mereka diduga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu masih 
tingginya kepercayaan bahwa roh nenek moyang selalu mengawasi 
keluarga dan tanahnya, tingginya wibawa ayah bagi anak-anaknya, serta 
tingginya penghormatan anak terhadap orang tua. 
Melihat analisa teori perubahan sosial yang diutarakan oleh Agus 
Salim (2002), maka arti tanah bagi masyarakat Mengkendek pada 
umumnya yang telah dijelaskan barusan tidak menutup kemungkinan 
akan terjadinya perubahan makna seiring perkembangan waktu dan 
zaman. Agus Salim, (2002: ix) mengatakan bahwasanya perubahan sosial 
juga diakibatkan oleh terjadinya peningkatan perubahan alam, biologis, 
dan fisik yang terjadi sepanjang perjalanan manusia. 
C. Proses Pembebasan Tanah Tongkonan untuk Pembangunan    
Bandar Udara di  Kecamatan Mengkendek  
Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek mulai 
diwacanakan oleh pemerintah kabupaten Tanah Toraja sekitar tahun 1990 
dimana pada saat itu bupati tana toraja Tandi Roma Andi Lolo (bupati 
1990-1995) mulai merencanakan relokasi bandar udara ke Kecamatan 
Mengkendek, ditahun 2010 mulai terwujud ketika DPRD Tana Toraja 
mengalokasikan anggaran Rp.20 milyar untuk pembebasan lahan 
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bandara baru. Lokasinya, di Buntu Kuni’ yang meliputi Lembang (Desa) 
Tampo, Simbuang, Rante Dada dan Buntu Marinding di kecamatan 
Mengkendek. 
Rencana pembangunan bandar udara baru seluas 225 hektare yang 
dilengkapi landas pacu sepanjang 1.650 meter menuai beberapa 
masalah. Pengganti Tandi roma, Bupati periode 1995 - 2000, Tarsis 
Kodrat menyebutkan “Tana Toraja memang memerlukan bandara yang 
representatif untuk keperluan domestik maupun wisatawan, tetapi 
pembangunannya harus ditangani dengan hati-hati, jujur dan bersih 
“Hampir semua lahan di Tana Toraja tidak bersertifikat, tetapi jangankan 
padang rumput, sungai, maupun gunung batu bisa masuk dalam kawasan 
tanah adat, atau tanah Tongkonan dimana lahan tidak menjadi milik 
perorangan”. 
Pada Proses pembebasan lahan pemerintah membentuk  panitia 
pembebasan lahan bandara baru Mengkendek (Panitia 9). Panitia 9 yang 
diketuai Sekretaris Kabupaten Tana Toaraja Enos Karoma, 1 Desember 
2010 dibentuk Satuan Tugas (Satgas) pembebasan lahan berjumlah 146 
orang. Tugasnya membantu Panitia 9 dalam proses pembebasan tanah. 
Itu sebabnya Satgas terdiri dari tokoh adat, pejabat Pemkab, 
Lurah/Kepala Lembang(desa), aktivis LSM, wartawan dan pensiunan 
tentara.  
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Dalam Pasal 7 Perpres No.65/2006 diatur 8 tugas panitia pengadaan 
tanah (Panitia 9) yang kemudian di terjemahkan oleh Panitia 9 bandara 
Buntu Kuni’ ke dalam 7 tahap kegiatan teknis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III:  Skema tahapan proses pembebasan lahan pembangunan bandar 
udara di Kecamatan Mengkendek.  
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1. Sosialisasi rencana pembangunan Bandara baru di 
Mengkendek.  
Kegiatan ini dilakukan di SMPN Tampo tanggal 22 Januari 2011. 
Partisipant sosialisasi tersebut adalah penduduk  di Kecamatan 
Mengkendek yang tanahnya masuk dalam site plan Bandara Buntu 
Kuni’ itu.  
2. Inventarisasi lahan; 
 Penyampaian kepada masyarakat tentang hasil pemetaan dan 
pengukuran bakal lokasi bandara. Tahapan ini tidak diumumkan 
secara terbuka kepada masyarakat setempat. 
3. Sosialisasi harga.  
Kegiatan ini dilakukan pada awal Juli 2011 di Kantor Bupati Tana 
Toraja di  Makale, Panitia 9 mengundang “pemilik lahan” (orang 
yang dianggap sah oleh Panitia 9 sebagai pemilik lahan yang 
tanahnya masuk areal rencana bandar udara) untuk menerima 
pemberitahuan tentang besaran ganti rugi.. Lahan basah/ sawah 
yang berlum bersertifikat dihargai Rp 35.000/ m2, tanah kering 
yang belum memiliki sertifikat Rp 21.390/m2. Lahan basah 
bersertifikat Rp.40.250/m2 dan lahan kering bersertifikat 
Rp.26.737/m2. Selain tanah, ganti rugi juga diberikan kepada 31 
jenis tanaman produktif yang ada diatas lahan.  
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4. Pendataan lahan siap bayar. 
Pendataan ini dilakukan oleh Panitia 9 dengan  meminta “pemilik 
lahan” untuk melengkapi data “kepemilikan” berupa ;  
1.  Sertifikat. 
 2.  Surat keterangan bukti kepemilikan tanah sawah/ tanah 
tongkonan yang dibuat/   disahkan oleh notaris. 
 3.  Bukti kepemilikan lain yang dikenal masyarakat setempat.. 
5. Verifikasi Data.  
Panitia 9 melakukan verifikasi data kepemilikan tanah dengan 
melibatkan Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) Tana 
Toraja maupun para pemilik tanah.  
6. Pengumuman hasil verifikasi. 
Pengumuman hasil verifikasi kepemilikan lahan tidak dilakukan 
sesuai Perpres  65/2006 maupun Peraturan BPN dimana hasil 
verifikasi tersebut diumumkan secara terbuka dan luas melalui 
pengumuman di Kantor Lurah/Lembang, Camat maupun ditempat-
tempat umum seperti pasar dan rumah ibadah. 
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7. Pembayaran Ganti Rugi;  
Pada tahap pembayaran ganti rugi Pengadaan Tana Bandara baru 
Buntu Kuni’ yang dilaksanakan  secara bertahap  oleh Panitia 9. 
Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara telah 
menjadi titik balik munculnya beberapa permasalahan, salah satunya ialah 
mengenai tanah, baik itu harganya maupun kedudukan tanah tersebut di 
hati masyarakat.Hal ini dibuktikan dengan adanya isu-isu ketakutan serta 
masalah protes harga tanah yang terjadi di tengah masyarakat. 
Saat proses pembebasan lahan pembangunan bandar udara di Kec. 
Mengkendek, perubahan pandangan hidup warga sudah terlihat. Animo 
mereka yang meminta harga tanah yang tinggi merupakan pertanda 
bahwa mereka telah memandang tanah sebagai komoditas penghasil 
keuntungan. Mereka bukannya menolak pembebasan, namun mereka 
berkonsentrasi kepada usaha mereka untuk menuntut harga tanah yang 
sangat tinggi, padahal menurut Bapak Piter Lande “harga tanah yang 
diberikan pemerintah saat itu sudah sangat cukup sebagai ganti rugi 
warga, namun karena sosialisasi oleh tim 9 yang tidak jelas mengenai 
harga dan tanah yang masuk dalam pembebasan lahan yang 
mengakibatkan banyak warga yang protes sampai-sampai salah satu 
pemilik lahan mengugat pemerintah”.  
Selain Masalah tentang kesepakatan harga yang tidak tercapai, 
masalah yang muncul terkait dengan pembebasan lahan pembangunan 
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bandara adalah uang pembebasan lahan yang terindikasi dikorupsi oleh 
pihak penyelengara pembebasan lahan. Seperti yang diungkapkan salah 
satu aktifis LSM AMTAK  “tidak terbukanya panitia 9 dalam pendataan 
siap bayar dan penunjuk batas tanah adalah orang-orang yang dibawa 
oleh panitia 9, bukan penduduk setempat, tak sedikit pula dibumbui tanda 
tangan fiktif” 
Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara telah 
menjadi titik balik munculnya beberapa permasalahan, salah satunya ialah 
mengenai tanah, baik itu harganya maupun kedudukan tanah tersebut di 
hati masyarakat.Hal ini dibuktikan dengan adanya isu-isu ketakutan serta 
masalah protes harga tanah yang terjadi di tengah masyarakat. 
Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara bagi 
teori perubahan sosial merupakan proses terjadinya penigkatan alam fisik. 
Penduduk yang semula mendiami lokasi desa yang tenang dan jauh dari 
keramaian terpaksa akan menghadapi kondisi yang berbeda nantinya 
setelah bandar udara tersebut selesai dibangun. 
Pembangunan Bandar Udara akan berdampak sosial baik secara 
langsung atau tak langsung bagi masyarakat Mengkendek. Bagi teori 
perubahan sosial, dampak yang ditimbulkan dari eskalasi alam fisik 
berupa pembangunan bandara ini akan menjadi problem jika perubahan 
sosial tidak dibarengi dengan kesiapan warga. 
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Pembangunan, jika tidak dibarengi kesiapan, perubahan sosial yang 
dibawa dari pembangunan bandar udara akan menimbulkan munculnya 
pertikaian budaya antara budaya lama dengan budaya yang baru. Budaya 
lama yang diyakini oleh masyarakat lama kelamaan akan tergerus oleh 
budaya luar yang masuk dari pembagunan bandar udara tersebut, atau 
dalam keadaan tertentu akan menimbulkan konflik antara individu yang 
masih mempercayai budaya lama dengan budaya yang baru. 
Perubahan sosial dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap 
budaya atau tradisi leluhur yang sebelumnya dipegang teguh. Jika 
dianalisa dengan teori konflik, kepatuhan masyarakat kepada budaya 
leluhur merupakan keterpaksaan mereka, sehingga setelah terjadinya 
perubahan makna tanah karena faktor-faktor ekonomi, pandangan mereka 
terhadap budaya-budaya leluhurnya secara otomatis akan berubah. Hal 
ini diakibatkan karena faktor internal dari mereka yang memang terpaksa 
dengan didukung oleh faktor eksternal berupa faktor ekonomi. 
Perubahan mengenai pandangan masyarakat terhadap tanah 
rupanya menyebabkan munculnya konflik-konflik kepentingan, 
kepentingan tersebut yakni mencari keuntungan dari penjualan tanah 
tersebut.Jika dikaitkan dengan teori konflik Ralph Dahrendorf, pandangan 
masyarakat yang melihat tanah warisan dari segi nilai ekonomisnya saja 
menimbulkan hasrat masyarakat untuk menguasai tanah warisan 
sebanyak-banyaknya. 
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Perubahan pandangan masyarakat terhadap tanah secara tak 
langsung membuka celah-celah konflik.Posisi mereka yang memegang 
otoritas memancing mereka untuk sebanyak-banyaknya menguasai tanah 
warisan orang tuanya dari para adik-adik atau saudaranya. Sehingga 
orang-orang yang berada di posisi subordinat akan merasa dirugikan atas 
tindankan pemegang otoritas, hingga pada akhirnya keduanya akan 
terlibat konflik. Pemegang otoritas akan berusaha mempertahankan dan 
menaikkan posisinya, sedangkan bagi posisi subordinat akan berusaha 
untuk memperoleh posisi otoritas. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Dahrendorf bahwa orang-orang yang mempertahankan posisi otoritas dan 
orang-orang yang memegang posisi subordinasi mempertahankan 
kepentingan-kepentingan tertentu yang “bertentangan dari segi substansi 
dan arah” (Ritzer, 2012: 453). 
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Gambar IV. Peta Lokasi Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan 
Mengkendek 
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D.  Penyebab Munculnya Konflik Tanah Tongkonan pada 
Pembanguna Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek 
Ketidakjelasan kepemilikan tanah warisan Tongkonan.Ketidakjelasan 
batas-batas Tana Tongkonan disini tidaklah lain diakibatkan oleh 
minimnya pengetahuan warga/pemilik Tanah Tongkonan terhadap 
pentingnya pengurusan kepemilikan lahan. Serta rasa percaya warga saat 
menitipkan surat tanahnya kepada orang lain tanpa surat-surat perjanjian. 
Rasa percaya pemilik Tana Tongkonan  terhadap anggota keluarga 
lainnya atau kepada warga lain. Rasa saling percaya ini tentunya 
merupakan salah satu dari karakteristik masyarakat pedesaan. Namun 
dalam perkembangannya, rasa percaya warga yang menitipkan 
kepemilikan tanahnya untuk digarap disalah gunakan oleh pihak yang 
dipercaya untuk memegang tanah tersebut. Jika dianalisa, kejadian ini 
senada dengan perubahan sosial yang membawa pengaruh kepada 
sistem kekeluargaan, hal ini diakibatkan oleh tarikan kebutuhan ekonomi, 
menipisnya peluang usaha serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki 
(Agus Salim, 2002: 152). Sehingga memunculkan niat buruk untuk 
menguasai atau merebut aset-aset (tanah) keluarga atau orang lain. 
Adanya rencana pemerintah untuk membangun Bandar Udara di 
Kecamatan Mengkendek membuat harga tanah di Kec. Mengkendek naik 
dan membawa dampak ekonomi yang tinggi bagi masyarakat 
Mengkendek. Pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Mengkendek 
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dengan perencanaan pembangunan tahap awal dengan luas lahan 250 
Ha, dengan total biaya pembebasan lahan tahap pertama sekitar  Rp 65 
miliar. 
Tana Tongkonan yang masuk dalam area pembebasan lahan pada 
proyek pembangunan bandar udara menimbulkan masalah baik terhadap 
keluarga Tongkonan tersebut sebagai pengarap maupun terhadap 
pemerintah itu sendiri karena batas- batas Tanah Tongkonan yang kurang 
jelas serta penguasaan Tanah Tongkonan yang tanpa sertifikat dan 
kepemilikan Tanah Tongkonan yang bukan saja satu individu, melainkan 
satu rumpun keluarga. 
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan dengan inisial 
“NSP” mengatakan: 
Pemerintah tidak mengawasi terhadap proses pembebasan 
Tanah Tongkonan, proses ganti rugi diberikan kepada pengarap 
lahan bukan kepada pemilik tanah tongkonan (pengarap disini 
tidak lain adalah keluarga jauh dari pemilik tongkonan dan hanya 
dipinjamkan pakaikan untuk digarap bukan untuk dimiliki), para 
pemilik tanah tongkonan tidak mempunyai serifikat, sedangkan 
pengarap memiliki bukti surat pembayaran surat pajak 
pengelolaah tanah. Hal ini yang dijadikan pemerintah sebagai 
patokan siapa yang berhak mendapatkan  pembayaran ganti rugi  
pembebasan lahan. Dan inilah yang memicu terjadinya konflik 
antar keluarga tongkonan. (wawancara: 20 juli 2014) 
 
Proses pembebasan lahan yang menimbulkan konflik antar anggota 
tongkonan seperti yang diungkapkan informan NSP diatas diakibatkan 
oleh adanya perubahan nilai sisi ekonomis pada tanah tongkonan, dimana 
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dulu sebelum adanya rencana pemerintah untuk pembangunan bandar 
uadara lahan tersebut tidak dipedulikan oleh pemilik tanah tongkonan, 
namun hal lain yang diungkapkan oleh salah satu informan dengan insial 
“PL”. Informan mengatakan: 
Negoisasi pembebasan lahan tongkonan baik oleh pemilik tanah 
tongkonan maupun pengarap setuju dengan harga yang telah 
tetapkan oleh pemerintah, namun pada saat pembayaran akan 
dilakukan ada pihak lain yang mengklaim yang merupakan satu 
rumpun keluarga tongkonan layuk (tongkonan tua) atas 
kepemilikan tanah  dan tidak setuju  serta  berpendapat pihak 
yang mengklaim yang berhak mendapatkan hak ganti rugi buka 
pengarap maupun pemilik tanah yang bersangkutan, serta adanya 
pihak ke tiga yang masuk karena adanya masalah pada masa 
lampau, hal ini disebabkan oleh tidak adanya batas-batas tanah 
tongkonan yang jelas, serta adanya kecemburuan sosial yang 
terjadi antara pihak yang mengklaim dengan pihak pengarap. 
(wawancara:17 juli 2014) 
 
  Menurut informan PL pembebasan lahan awalnya tidak ada 
masalah namun setelah negoisasi harga ada pihak lain yang mengklaim 
kepemilikan lahan, hal ini terjadi karena surat-surat kepemilikan lahan 
yang tidak ada serta adanya adanya pihak yang masuk untuk 
memperkeru masalah karena ada kepentingan lain.  
Ketidakjelasan atas kepemilikan Tanah Tongkonan karena tidak 
adanya sertifikat serta tidak adanya batas-batas wilayah tana Tongkonan 
yang jelas dikarenakan didalam tatanan masyarakat adat toraja yang 
berorientasi pada Tongkonan penguasaan tanah didasari oleh: 
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1.  Pemberian dan penyerahan sebagaian atas tanah milik adat 
Tongkonan  diserahkan atau dikuasakan kepada keturunan 
Tongkonan yang dalam bahasa Toraja disebut Ampa’na 
Tongkonan. 
2.   Pemberian dan penyerahan berupa Hibah atau Ditekkenan 
3. Pemberian dan penyerahan berdasarkan peran serta dan 
tanggung jawab  seseorang terhadap hak dan kewajiban dalam 
upacara-upacara adat yang dilakukan baik oleh Toongkonan 
maupun Rumpun keluarga Tongkonan yang dalam bahasa 
Toraja disebut Ada’ Disumpa’ 
4.  Pemberian dan penyerahan berdasarkan ketokohan yang disebut 
Torroan Dipolondong atau Pekamberan. 
5. Tana’ adalah tanah yang diperoleh sebagai suatu jaminan atas 
terjadinya suatu ikatan pernikahaan yang dilakukan secara adat. 
Wilyah Tana Tongkonan ditandai dengan adanya bangunan rumah 
adat, rante (hamparan tanah untuk pelaksanaan Rambu Solo’) dengan 
batas-batas berdasrkan batasan- batasan alam seperti alor yang 
merupakan pertemuan dua buah lembah, selokan, sungai atau jalan 
setapak. 
Belum adanya pembagian atas Tanah Tongkonan yang jelas juga 
salah satu penyebab munculnya masalah yang timbul dalam pembebasan 
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Tana Tongkonan, seperti yang telah diuraikan diatas pada poin ke lima 
dimana pembagian Tanah Tongkonan diperoleh atas adanya pernikahan 
yang dilakukan secara adat. Seperti yang dialami oleh salah satu informan 
dengan insial “OS”. OS mengatakan: 
Yate’ masalah padang disialai yatu padang nabengkan 
tomatuanna baineku na luas tu padang 1,3 Ha, laki ki ni mantanan 
sia la ki nai ma’ usaha, yatonna tae pa tu pembebasan lahan lana 
ni bandara tae pa ia na permasalahkanni tu ipa’ku sia tomatuanna 
baineq, tapi karena yatu padang ki ni mantanan sia ma’ usaha 
nakanna pembebasan bandara, tiba-tiba ia na pemasalahkan 
tomatuanna baineq sia siunu’ na bainekq, padahal  sebagian  mo 
mangka kiragan sertifikat atas sangangku, alasanna na 
pemasalahkanni saba’ yatu tomate ambena baineq taepa na bagi-
bagi tu padang sia yatu padang kisertifikati tanpa persetujuan 
siunu’na baineq. Padahal yatu padang kinanai adalah warisan 
yomai ambena baineku. (ini masalah tanah  yang diperebutkan 
adalah  tanah yang diberikan oleh orangtua dari istri saya seluas 
1,3 Ha, sebagai tempat untuk berkebun dan tempat untuk usaha. 
Sebelum adanya pembebasan lahan untuk bandara belum ada 
masalah dari ipar dan orang tua istri saya, tapi karena tanah yang 
kami tempati berkebun dan  membuat usaha masuk dalam 
pembebasan lahan pembangunan bandara, tiba-tiba orang tua 
dan saudara istri saya mempermasalahkannya, padahal sebagian 
tanah tersebut sudah saya sertifikatkan atas nama saya, alasan 
mereka mempermasalahkan karena almarhum bapak dari istri 
saya belum membagi- bagi tanah tersebut, dan tanah yang kami 
sertifikatkan belum mendapat persetujuan dari saudara-saudara 
istri saya. Padahal tanah tersebut adalah tanah warisan dari ayah 
istri saya. (wawancara:21 juli 2014) 
Seperti yang diungkap informan bahwa Tana yang dimiliki adalah 
tanah Tongkonan yang dihibahkan atas dasar penikahan informan dengan 
anak pemilik tanah, namun hal sebaliknya diungkapkan informan “LR” 
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dimana informan ini adalah ibu dari istri informan “OS” . informan ini 
mengatakan: 
Tanah na kuasai OS yamo Tana Tongkonan ki, yatu padang 
kiampui pandang na tomate muaneku na tae pa na bagi-bagi lako 
mintu anakku, dan yang berhak adalah kesepuluh anak saya, tae 
ia hak na tu OS mengatas namakan sanganna saba’ menantu ri 
ia, yatu padang diben ri nani ma’pa’lak tae ia na di ben, memang 
selama ini OS tu urus tu padang na yatonna den pembebasan 
lahan tiba-tiba ia den sertifakt na atas sanganna,  uang ganti rugi 
na’ala nasang  ia OS, padahal kan yang berhak yatu anakku mintu 
mangapai ia na OS manna ia tu dappa uang ganti rugi, na jelas 
mo batas-batas na tu padangki, namui tae pa ki bagi lako mintu 
anakku.(Tanah yang dikuasai oleh OS adalah Tana Tongkonan 
milik kami, tana yang kami milik adalah tanah kepunyaan Alm 
suami saya, dan belum dibagi-bagi kepada semua anak saya dan 
yang berhak adalah kesepuluh anak saya, OS tidak punya hak 
mengatas namakan namanya karena ia cuma menantu, tanah 
yang diberikan untuk digarap bukan untuk dimiliki, Memang 
selama ini OS yang mengarap tanah tersebut. Pada saat ada 
pembebasan lahan tiba-tiba OS mempunayai sertifakat atas 
namanya,  semua uang ganti dikuasai oleh OS padahal yang 
berhak adalah semua anak saya kenapa Cuma OS yang 
mendapatkan uang ganti rugi, batas-batas tanah sudah jelas 
biarpun tanah belum bagi-bagi kepada semua anak saya.) 
(wawancara: 22 juli 2014) 
Objek sengketa keluarga terhadap tanah Tongkonan adalah pada 
siapa yang berhak untuk memiliki tanah tersebut, menurut informan LR 
tanah yang dipergunakan oleh pihak OS adalah tanah dengan status 
pinjam pakai, OS hanya dipinjamkan untuk menggarap lahan tersebut. 
Hal sama juga disampaikan oleh salah satu informan “LM”, LM 
adalah anak dari informan LR. Ia mengatakan: 
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OS telah melakukan penyerobotan tanah, tanah tersebut adalah 
tanah warisan dari alm babak saya, tindakan OS dalam mengatas 
namakan melawan hukum, ia tidak punya hak atas tanah tersebut 
termasuk pembayaran ganti rugi, dan seharusnya kami yang 
berhak atas pembayaran ganti rugi tersebut,  walaupun selama ini 
OS yang membayar pajak bukan berarti kami kehilangan hak kami 
atas tanah tersebut dan tanah tersebut masih atas nama alm 
bapak saya. Adanya sertifikat atas nama OS mungkin karena ada 
permainan oleh pihak-pihak lain, mana mungkin serifikat tiba-tiba 
bisa ada di tangan OS dan atas namanya tanpa sepengetahuan 
kami. Tanah tersebut adalah Tanah Tongkona yang bergelar 
Tondon Liang. Gugatan kami sudah sampai di Mahkama Agung 
dan bahkan gugatan kasasi kami telah dikabulkan Mahkama 
Agung, dan secara hukum kami yang berhak atas tanah tesebut  
(wawancara: 22 july 2014). 
 
Pertikaian yang terjadi disebabkan karena sikap keluarga lain yang 
mengubah nama kepemilikan tanah secara sepihak. Konflik kali ini terjadi 
antar keluarga dekat dimana penguasaan Tanah Tongkonan diberikan 
kepada salah satu keluarga untuk pemggarapan tanah. Semakin tipisnya 
masyarakat dalam mengemban amanah dikarenakan perubahan cara 
pandang masyarakat terhadap Tanah Tongkonan, karena nilai jual tanah 
yang tinggi mampu menggeser kedudukan sakral tanah di hati 
masyarakat. Sehingga benar jika Agus Salim, (2002) mengatakan bahwa 
seiring terjadinya perubahan yang menjurus kepada industrialisasi 
membuat orang-orang modern sudah tidak lagi menghormati budaya dan 
nilai-nilai leluhurnya. 
Masalah lain yang terjadi mengenai pengusaan Tanah Tongkonan  
pada pembangunan bandar udara di kecamatan Mengkendek terjadi 
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karena adanya pengalihan pengarapan Tanah Tongkonan terhadap orang 
lain dimana pengarap yang diberikan masih satu rumpun keluarga. 
Masalah ini terjadi karena adanya pihak keluarga Tongkonan yang 
mengklaim kepemilikan-kepemilkan Tanah Tongkonan atas dasar 
Ditekkenan atau pemberian berupah hibah. 
Seperti yang diungkapkan salah satu informan “EPM”, infoman 
mengatakan bahwa: 
Tanah yang kami sengketakan adalah Tanah Tongkonan yang 
sejak Tahun 1972 dipinjam pakaikan untuk lahan reboisasi 
dengan jenis tanaman pinus serta diberikan kepada kelurga lain 
yang masih satu turunan Tongkonan. Tanah Tongkonan tersebut 
merupakan penyatuan dari beberapa Tongkonan yang ada di 
Tallu Lembang na. Masalah muncul pada saat rencana 
pemerintah untuk membangun bandar udara, tanah yang dipinjam 
pakekan kepada pihak lain yang masih kelurga jauh mengklaim 
atas kepemilikan tanah tongkonan tersebut dengan dasar 
ditekkenan atau dihibahkan dan tanah tersebut sudah mereka 
kelolah secara turun temurun dari orang tua. (wawancara: 14 july 
2014) 
 
Menurut informan EPM kepemilikan Tanah Tongkonan yang 
didasarkan atas ditekenan atau dihibahkan kepada salah satu keluarga 
tongkonan didasarkan atas peran kelurga tersebut kepada tongkonan atas 
tanggung jawab pemeliharanaan Tongkonan, masalah peminjam pakaikan 
Tanah Tongkonan untuk penggarapan hanya dikelolah oleh yang dipinjam 
pakaikan  bukan untuk penguasaan sepenuhnya atas tanah tersebut. 
Namau hal lain yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu informan 
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“SB” yang menggarap Tanah Tongkonan yang bersengketa dengan pihak 
EPM mengatakan:  
Tanah Tongkonan yang kami garap ini merupakan tanah hibah 
atau ditekkenan atas dasar balas jasa kepada orang tua kami 
dalam acara adat, walaupun tanpa ditekkenan kami juga masih 
punya hak atas tanah tongkonan ini karena kami masih keturunan 
satu anak tongkonan,adanya kecemburuan sosial adalah salah 
satu faktor penyebab munculnya masalah ini karena adanya ganti 
rugi, serta nilai tanah yang naik akibat adanya pengaruh rencana 
pemerintah untuk membangun bandara. Selama ini kami yang 
membayar pajak atas tanah tersebut, sebelum ada pembebasan 
lahan mereka tidak pernah mengklaim atas tanah tersebut kenapa 
baru sekarang mereka mau mengklaim, kami punya bukti-bukti 
surat pembayaran pajak tanah. (16 july 2014) 
 
Adanya perubahan nilai tanah serta adanya kecemburuan sosial 
yang ada seperti yang dikatakan informan SB diatas merupakan salah 
satu penyebab munculnya masalah sengketa masalah Tanah Tongkonan. 
Seperti yang diungkapkan salah satu infoman “MT”. Informan MT 
mengatakan: 
Memiliki Tanah Tongkonan bagi masyarakat Toraja adalah suatu 
hal yang sangat dibanggakan karena ini menyangkut status sosial 
keluarga maupun perorangan, mempunyai Tanah Tongkonan 
menandakan seseorang adalah keturunan Pa’ puangan/ 
Bangsawan. Kemepmilikan tanah tongkonan tidak bisa 
disertifikatkan dikarenakan  tanah yang dimiliki oleh seluruh 
anggota keluarga keturunan dari tanah tongkonan tersebut.. 
status hukum kepemilikan dari tanah tongkonan pada umumnya 
adalah secara tidak tertulis, hanya ada bukti PBB tetapi itu bukan 
bukti kepemilikan pribadi. Nama yang ada di PBB adalah 
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tergantung dari kesepakatan anggota keluarga dan biasanya 
nama yang dicantumkan adalah nama orang yang dituakan (to di 
poambe’/di poindo’). (Wawancara: 23 juli 2014) 
  
Pewarisan tanah tongkonan termasuk kedalam sistem kewarisan 
kolektif, dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya 
kepada pewaris yang merupakan keturunannya sebagai kesatuan yang 
tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap 
anggota keluarga berhak untuk mengusahakan, menggunakan dan 
mendapatkan hasil dari tanah tersebut. 
Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan tanah tongkonan 
diberikan kepada orang lain untuk mengelolahnya. Jika tanah tongkonan 
diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk digarap, terlebih 
dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan setiap habis 
panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran 
atau masukan kepada pimpinan tongkonan. Di dalam pembayaran 
tersebut masih dikeluarkan untuk tongkonan/rumpun keluarga misalnya 
jika ada acara rambu solo’ atau rambu tuka’ dan untuk membayar PBB 
(Pajak Bumi Bangunan).  
E. Bentuk-bentuk penyelesain Konflik Tanah Tongkonan pada           
Pembangunan Bandar Udara di Kec. Mengkendek 
Pada umumnya penyelesaian konflik Tanah Tongkonan pada 
masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun 
dan damai, tidak saja hanya para pihak yang berselisih tetapi termasuk 
84 
 
semua anggota keluarga. Jadi masyarakat bukan meghendaki adanya 
adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak 
tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan 
kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena sengketa tidak 
menemukan penyelesaiannya, yang diinginkan adalah persengketaan itu 
berhasil diselesaikan dengan damai, sehingga gangguan keseimbangan 
yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan secara utuh 
dan rukun sebelum terjadi sengketa. Jadi penyelesaian tersebut dapat 
ditempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas dalam 
lingkungan keluarga sendiri atau musyawarah kerabat  atau bila 
dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat 
yang disaksikan oleh tua-tua adat. Akan tetapi ketika sengketa tanah tidak 
dapat diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan maka jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Negeri 
Penyelesaian sengketa Tanah Tongkonan di Kec. Mengkendek pada 
pembangunan bandar udara menurut salah satu inforan NSP. NSP  
mengatakan: 
 Penyelesaian konflik penguasaan Tanah Tongkonan baik oleh 
keluraga Tongkonan maupun oleh pihak pemerintah dalam 
pegadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara di 
Kecamatan Mengkendek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
adat. 
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Tahap penyelesaian sengketa lahan: 
a).  Para ketua adat serta To Ma’ Parenge’ 
b). Kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan  
c.  Ganti Rugi/ kompensasi bagi pemili Tanah Tongkonan. 
Namun proses penyelesaian tersebut mendapatkan jalan buntu, 
kedua belah pihak yang sama-sama mengklaim atas kepemilikan 
tanah tersebut merasa berhak atas tanah tersebut dan tidak mau 
mengalah. Proses melalui kasipa’kadan lan tongkonan dengan 
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat serta aparat 
lembang tidak mendapatkan jalan keluar. Dan akhirnya mereka 
melanjutkan ke pengadilan bahkan sampai MA. 
 (wawancara: 17 juli 2014)  
 
Proses penyelesaian konflik penguasaan Tanah Tongkonan yang 
dilakukan oleh pihak keluarga seperti yang dikatakan informan diatas 
mendapatkan jalan buntu, ini karena kedua belah pihak yang sama-sama 
mengklaim atas tanah tersebut, lebih lanjut dikatakan informan NSP 
bahwa pemerintah melalui aparat lembang/desa telah mengusahakan 
beberapa kali mediasi pada proses penyelesaian dengan melakukan 
pendekatan secara kekeluargaan namun tetap menuai jalan buntu. Hal 
yang sama juga diungkapkan oleh salah satu informan MT. 
MT mengatakankan: 
Penyelesaian sengketa lahan Tongkonan yang masuk dalam area 
pembebasan pembangunan bandara sebenarnya sudah dilakukan 
secara kekeluarga dimana yang bersengketa adalah sama-sama 
mempunyai hak/sah, masalahnya adalah siapa yang sebenarnya 
berhak mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan atas 
tanah tersebut dimana kedua belah pihak sama-sama 
berkeinginan  mendapat penuh atas uang ganti rugi pembebasan 
lahan tersebut, seandainya kedua belah pihak mau membagi 
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secara rata atas uang ganti rugi pembebasan lahan maka 
masalah ini tidak akan berlarut-larut.  (wawancara:23 juli 2014) 
 
Pendekata-pendekatan yang dilakukan secara kekeluargaan dalam 
menyelesaikan masalah sengketa Tanah Tongkonan pada masyarakat 
Toraja biasanya dilakukan secara adat, dimana ditunjuk satu orang yang 
berstatus Parenge’ atau to’ ma’ kada londong serta ada perwakilan dari 
pihak pemerintah lembang/desa untuk memediasikan pihak-pihak yang 
bersengketa, dimana dalam tahap ini akan diceritakan asal-usul 
penguasaan Tanah Tongkonan atau masullo nene’. Namun dalam 
penyelesaian sengketa Tanah Tongkonan yang masuk dalam area 
pembangunan bandar udara di kecamatan Mengkendek, para pihak yang 
bersengketa dilihat dari status penguasaan Tanah Tongkonan sah secara  
hukum adat, dimana mereka mendapatkan Tanah Tongkonan dari 
perkwinan secara adat (tana’) dan pemberian secara hibah (Ditekkenan)  
Penyelesaian yang dilakukan pemerintah memelalui aparat 
kecamatan serta lembang dalam memediasikan masalah penguasaan 
Tanah Tongkonan juga tidak menapatkan jalan keluar pihak hal ini terjadi 
karena secara hukum adat pihak-pihak yang bersengketa atas 
penguasaan tanah tongkonan sama-sama mempunyai hak atas tanah 
tersebut.   
Adanya salah satu pihak yang bersengketa yang mengugatan 
pemerintah membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam 
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penyelesaian masalah tersebut, hal ini katakan oleh salah satu infoman 
PL.  
PL mengatakan: 
Penyelesaian tanah tongkonan yang masuk dalam pembebasan 
pembangunan bandara oleh pihak pemerintah kurang maksimal, 
ini terjadi karena salah satu pihak yang bersengketa juga 
menggugat pemerintah ke pengadilan dengan alasan pemerintah 
terlalu cepat melakukan pembayaran ganti rugi secara sepihak 
tanpa melihat asa-usul penguasaan tanah, padahal tanah masih 
dalam status sengketa. Juga adanya kasus hukum yang menjerat 
sekda serta camat mengkendek terkait uang ganti rugi 
pembebasan lahan pada pembangunan bandara.(wawancara: 17 
juli 2014) 
 
Adanya salah satu pihak yang mengugat pemerintah serta adanya 
kasus hukum yang melibatkan pihak pemerintah mengenai pembangunan 
bandar udara di kecamatan Mengkendek membuat proses penyelesaian 
yang dilakukan oleh pihak pemerintah kurang maksimal. 
Semakin tipisnya masyarakat dalam mengemban amanah 
dikarenakan perubahan cara pandang masyarakat terhadap tanah, karena 
nilai jual tanah yang tinggi mampu menggeser kedudukan sakral tanah di 
hati masyarakat. Sehingga benar jika Salim, (2002) mengatakan bahwa 
seiring terjadinya perubahan yang menjurus kepada industrialisasi 
membuat orang-orang modern sudah tidak lagi menghormati budaya dan 
nilai-nilai leluhurnya. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pemanfaatan dan penguasaan  tanah tongkonan didapatkan 
secara turun temurun berdasrakan kedudukan dalam suatu 
tongkonan, hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat adat atau 
tongkonan dimana semua anggota tongkonan memiliki atau 
mempunyai hak yang sama, terhadap tanah tersebut berdasarkan 
atas suatu pertalian keturunan (geneologis). Tidak terbaginya 
kepemilikan tanah tongkonan karena merupakan simbol 
persatuan keluarga dan juga merupakan sarana yang dapat 
mempertemukan kembali seluruh keturunan yang keluar dari 
tongkonan itu dalam atau situasi tertentu. 
2. Proses pembebasan lahan pada pembangunan bandar udara di 
kecamatan Mengkendek menuai banyak masalah mulai dari 
ketidaksepakatan masyarakat tentang harga ganti rugi tanah serta 
adanya dugaan pengelembungan uang ganti rugi oleh aparat 
yang terkait dengan pembebasan lahan.  
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3. Perubahan sosial memang akan menghinggapi berbagai 
masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di Kecamatan 
Mengkendek. Perubahan yang dialami oleh masyarakat 
Mengkendek pada pembangunan bandar udara  yaitu perubahan 
orientasi masyarakat terhadap tanah. Awalnya masyarakat 
menganggap tanah tongkonan  adalah sesuatu hal yang sifatnya 
sakral dan perlu untuk dilindungi. Namun sayangnya hal tersebut 
tertepis oleh pandangan masyarakat yang sudah memandang 
tanah dari segi bisnisnya saja, serta pembagian penguasaan 
tanah tongkonan yang tidak jelas akhirnya hal inilah yang 
menimbulkan konflik antar anggota keluarga yang berebut tanah.  
4. Proses penyelesaian konflik tanah Tongkonan melalui pedekatan-
pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh keluarga 
maupun pemerintah  dimana pihak-pihak yang bersengketa tidak 
mendapatkan jalan keluar. Karena secara hukum adat pihak yang 
bersengketa sama-sama mempunyai hak yang sama dalam 
penguasaan Tanah Tongkonan. 
B. Saran-saran 
1. Maka dari itulah alangkah baiknya jika nilai-nilai budaya yang 
diwariskan leluhur tetap terus dijaga meskipun godaan perubahan 
sosial yang terjadi di luar sana sangat gencar. Perubahan sosial 
budaya haruslah tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang 
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pada faktanya lebih mengutamakan kehidupan yang harmonis 
ketimbang perubahan tanpa kendali yang menjerumuskan 
masyarakat kepada permasalahan-permasalahan yang 
seharusnya tidak perlu terjadi. 
2. Pembebasan lahan pada tanah Tongkonan harus dilakukan 
sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada dengan melibatkan 
semua elemen masyarakat serta koordinasi oleh pemerintah 
dengan lembaga-lembaga adat harus ada ini dikarenakan 
kepemilikan tanah tongkona bukan hanya satu individu saja. Serta 
dalam penyelesaian ganti rugi pemerintah harus terbuka 
mengenai batas-batasan daerah yang masuk dalam wilyah 
pembebasan lahan.   
3. Terhadap tanah-tanah tongkonan yang ada di kabupaten Tana 
Toraja, sebaiknya diadakan pendataan khusus mengenai luas dan 
batas-batas tanah tongkonan oleh pemerintah daerah dengan 
melibatkan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat serta 
tokoh masyarakat hukum adat setempat. Pemerintah setempat 
juga perlu aktif dalam mengeluarkan suatu kebijakan atau suatu 
peraturan khusus bagi tanah-tanah yang tidak terbagi seprti tanah 
tongkonan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keluarga 
pemilik tanah tersebut dikemudian hari.  
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